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MOTTO 
 
“Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa 
yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan 
dunia adalah orang yang antusias”-Harold Whitman 
 
“Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak 
ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba”-Bria Dyson 
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ABSTRACT 
 
The background of this research was financing murabahah problems. It was 
caused by force majeure in Jateng Syariah Surakarta Bank. Then, the purpose of this 
research were to explain the types of force majeure  that occur in financing, the 
method to finish force majeure case, and the appropriate method and prosedure to 
finish the force majeure case which was used by Jateng Syariah Surakarta Bank, it 
refer to the law and syariah principles. 
This reseach was descriptive qualitative research, it used primary and 
secondary data. The population in this research are bank emplyees who handle 
problem financing. While the sample in this research used a snowball sampling 
technique, the samples are the financing supervision and financing administration. 
While the technique of collecting data were interview and documentation. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the type of force 
majeure in Jateng Syariah Surakarta Bank is a permanent subject and objective 
contemporary. The solution that was used by Jateng Syariah Surakarta Bank was 
restructuring, insurance claim, selling aset and receivable write off. Whereas, the 
procedure to finish and to handle force majeure case was used by Jateng Syariah 
Surakarta bank appropriate the rule with statutory regulations and sharia principles. 
 
Keywords: Murabahah, Financing, Force Majeure 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan pembiayaan 
murabahah yang disebabkan karena force majeure di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk 
force majeure yang terjadi dalam pembiayaan, cara penyelesaian kasus force majeure 
dan prosedur yang ditempuh, serta kesesuaian cara dan prosedur penyelesaian kasus 
force majeure yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.  
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini merupakan pegawai 
bank yang menangani pembiayaan bermasalah. Sementara sampel dalam peneltian ini 
menggunakan teknik snowball sampling yakni kasi pengawasan pembiayaan dan 
administrasi pembiayaan. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini meliputi, Bentuk force majeure yang terjadi di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta adalah subjektif permanen dan objektif temporer. 
Sedangkan penyelesaian kasus force majeure yang digunakan oleh Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta adalah melalui restrukturisasi, klaim asuransi, penjualan 
aset, dan pemutihan piutang. Sedangkan penanganan dan prosedur penyelesaian kasus 
force majeure yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.  
 
Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan, Force Majeure 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pelaku usaha dalam kegiatan ekonominya tidak lepas dari lembaga keuangan 
perbankan. Keberadaan bank di Indonesia memiliki beberapa fungsi pokok yaitu 
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke 
masyarakat dalam bentuk kredit, dan melancarkan transaksi perdagangan dan 
peredaran uang (Nurohman, 2019). Menurut Septianto, Bank adalah suatu lembaga 
keuangan penting dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara 
secara mikro ataupun makro (Septianto, 2010). Jadi dapat dikatakan bank merupakan 
suatu lembaga keuangan yang berperan penting untuk pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian negara. Pertumbuhan perekonomian yang kuat disuatu 
negara juga akan berdampak pada sistem perbankan yang kuat. Begitupun sebaliknya, 
apabila perekonomian suatu negara mengalami stagnasi, maka sektor perbankan juga 
akan terkena dampaknya.   
Bank mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian saat ini. Bank 
sebagai lembaga perantara keuangan atau intermediary financial yang harus 
melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai 
peraturan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut harus ada kejelasan sistem 
operasional perbankan yang berlaku. Disamping itu, bank berfungsi sebagai lembaga 
intermediasi atau perantara keuangan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat 
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dan kemudian di pinjamkan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk kegiatan 
perekonomian (Muhammad, 2005). 
Bank syariah adalah bank yang dikembangkan berdasarkan berdasarkan Al-
Qur’an dan Hadist Nabi SAW (Nugroho, 2009). Pada dasarnya bank syariah 
memiliki beberapa fungsi yaitu menghimpun dana (Funding), menyalurkan dana 
(Financing), dan melayani produk jasa (Service). Dari tiga jenis kegiatan tersebut, 
penyaluran danalah atau biasa disebut pembiayaan yang memberikan pemasukan 
terbesar bagi perbankan. Pendapatan kegiatan usaha pembiayaan berupa bagi hasil, 
pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan (Veithzal & Arviyan, 2010). 
Salah satu bank yang menjalakan fungsi perbankan tersebut adalah Bank Jateng 
Syariah. Bank Jateng Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank Jateng yang 
menjalankan aktivitas perbankan syariah dengan tujuan mengelola dana yang telah 
dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan lagi kepada masyarakat (produktif). 
Dalam penyaluran dana kepada nasabah, Bank Jateng Syariah menggunakan 
beberapa akad yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna’, dan Ujrah. 
Salah satu produk pembiayaan di Bank Jateng Syariah yang banyak digunakan adalah 
pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:   
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Gambar 1.1 
Jumlah pendapatan pembiayaan di Bank Jateng Syariah  
Tahun 2017-2018 
 
                                                                    dalam miliar rupiah 
 
         Sumber: Annual Report Bank Jateng Tahun 2017-2018, data diolah 
Grafik diatas menunjukkan jumlah pendapatan pembiayaan di Bank Jateng 
Syariah tahun 2017-2018. Dimana pada tahun 2017 Bank Jateng Syariah memperoleh 
pendapatan dari pembiayaan murabahah sebesar Rp 143 miliar, sedangkan pada tahun 
2018 memperoleh pendapatan sebesar Rp 172 miliar. Berdasarkan grafik diatas 
menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan murabahah lebih besar dibandingkan 
dengan pembiayaan yang lainnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
murabahah menjadi  pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah Bank Jateng 
Syariah.  
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank terutama bank 
syariah. Hal tersebut dikarenakan dengan pembiayaan akan diperoleh sumber 
pendapatan utama dan mejadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank baik Bank 
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Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan 
berhentinya usaha bank (Ismail, 2016). Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jateng 
Syariah pada tahun 2017-2018 menunjukkan adanya perubahan kualitas dan kuantitas 
terhadap fungsi bank. Perubahan ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
Gambar 1.2 
Grafik Perbandingan Aset, DPK, dan Pembiayaan Bank Jateng Syariah  
Tahun 2017-2018 
      dalam miliar rupiah 
Sumber: Annual Report Bank Jateng Tahun 2017-2018, data diolah 
Berdasarkan grafik diatas jumlah asset di Bank Jateng Syariah mengalami 
peningkatan dari Rp 4.413.249 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 5.137.036 pada 
tahun 2018. Pertumbuhan asset ini ditopang oleh DPK, akan tetapi pada tahun 2018 
DPK megalami penurunan sebesar -11,03% menjadi Rp 2.682.433 miliar dan 
pembiayaan yang tumbuh 26,17% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.765.006 
miliar. Perbandingan dari grafik diatas menunjukkan bahwa DPK mengalami 
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penurunan, hal tersebut disebabkan oleh adanya DPK berupa depsito dari nasabah inti 
Bank keluar. Dengan adanya penurunan DPK tidak berpengaruh terhadap jumlah 
asset dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah.  
Dengan adanya DPK, maka bank harus semakin produktif dalam mengelola 
dana-dana tersebut salah satunya dengan cara menjual produk pembiayaan ini akan 
menjadi pendapatan utama bank. Dalam jasa keuangan terutama bank syariah ada 
kemungkinan terjadi suatu risiko. Risiko yang dimaksud adalah potensi adanya 
kerugian, salah satu risiko yang ada dalam bank syariah adalah pembiayaan 
bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Apabila suatu bank syariah 
mempunyai tingkat NPF yang tinggi, maka bank syariah tersebut dapat dikatakan 
semakin buruk kualitas pembiayaannya. 
Tabel 1.1 
Kolektabilitas Pembiayaan di Bank Jateng Tahun 2017-2018 
  
Tahun Lancar Dalam 
Perhatian 
Khusus 
Kurang 
Lancar 
Diragukan Macet NPF/
NPL 
2017 41,237,270,
847 
424,130,
564 
59,966,571 63,010,130 288,50
8,333 
1,64% 
2018 44,119,742,
128 
846,604,
360 
60,349,748 75,237,877 230,22
4,656 
1,84% 
Sumber: Annual Report Bank Jateng Tahun 2017-2018, data diolah 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah di Bank Jateng 
pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 1,64% menjadi 1,84%. Rasio 
kredit bermasalah tersebut termasuk dalam pembiayaan syariah di Bank Jateng 
Syariah. Rasio pembiayaan atau kredit bermasalah di Bank Jateng dan Bank Jateng 
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Syariah belum melebihi standar yang telah ditetapkan BI yaitu 5%, akan tetapi pihak 
bank tetap harus mengontrol pembiayaan bermasalah agar tidak mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 
Rasio pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kemampuan nasabah 
dalam mengangsur pinjaman atau kurang tepatnya perbankan syariah dalam 
memberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bencana alan atau 
kejadian lain diluar kontrol perbankan  atau force majeure (Ismail, 2016). Menurut 
Adiwarman Karim, terdapat beberapa hal yang meyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah, antara lain disebabkan: (Karim, 2006) 
a. Nasabah cidera janji atau bias dikenal dengan istilah wanprestasi 
b. Nasabah debitur mengalami force majeure 
c. Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum 
Menurut KUHP force majeure adalah suatu keadaan debitur, dimana terhalang 
memberikan kewajiban atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. 
Force majeure (overmacht) yang sering diartikan sebagai “Keadaan Memaksa” 
adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang terpaksa tidak wajib melakukan 
perbuatan yang seharusnya wajib dilakukan dalam keadaan normal yang terjadi 
secara tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak karena debitur tidak dapat dikatakan 
melakukan wanprestasi karena peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan 
(Hidayat & Komarudin, 2017). Jadi permasalahan yang dapat dikatakan sebagai force 
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majeure adalah permasalahan yang terjadi karena peristiwa yang tidak terduga (diluar 
perjanjian kontrak) atau diluar kendali manusia.  
Adapun peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai force majeure seperti 
bencana alam, kebakaran, kematian, dan lainnya (Bishoff & Miller, 2009). Peristiwa-
peristiwa diatas dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal yaitu force majeure 
berdasarkan jenisnya, force majeure berdasarkan pelaksanaanya, dan berdasarkan 
jangka waktu berlakunya keadaan (Rahmat, 2010). 
Didalam KUHPerdata ketentuan force majeure diatur pada pasal 1244 dan 1245 
diperjelas lebih lanjut pada pasal 1444 dan 1445. Peraturan tersebut menjelaskan 
mengenai kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi force majeure, seorang tidak 
wajib melakukan kewajiban yang seharusnya wajib dilakukan dalam keadaan normal 
(Chandranegara, 2012). 
Pada kesimpulannya, dalam pasal KUHPerdata diatas berisi tentang apabila 
debitur mengalami suatu keadaan yang tidak disengaja (force majeure) dan dapat 
membuktikan maka tidak dikenakan biaya ataupun ganti rugi. Keadaan force majeure 
merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat dikatakan melaksanakan 
wanprestasi karena suatu peristiwa yang tidak terduga diluar dibuatnya kontrak 
(Purba, 2009). Risiko dalam perbankan termasuk dalam kejadian potensial baik yang 
dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan dan berdampak negative 
terhadap perdata serta permodalan bank. Force majeure menjadi salah satu risiko 
yang tidak dapat diperkirakan oleh suatu bank (Karim, 2013). 
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Penyelesaian peristiwa force majeure dapat dilakukan dengan cara yang lazim 
sesuai dengan penyelesaian sengketa didunia kontrak. Penyelesaian sengketa, yaitu 
melalui negoisasi atau dengan hukum sesuai dengan persyaratan kontrak (Bishoff & 
Miller, 2009). Sedangkan menurut Mardani penyelesaian pembiayaan bermasalah 
akibat force majeure oleh nasabah, adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan 
bank syariah antara lain, keringanan angsuran pokok dan mark-up, klaim asuransi, 
penyitaan dan pelelangan, serta penghapusan piutang (Mardani, 2007). 
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada salah satu pegawai Bank Jateng Cabang 
Syariah Surakarta bernama Bapak Rendy bagian SDM pada tanggal 18 November 
2019, yang menyatakan bahwa ada beberapa nasabah pembiayaan murabahah Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta yang mengalami peristiwa  force majeure. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
Tabel 1.2. 
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah dan Nasabah Force Majeure di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta Tahun 2017-2019 
 
Tahun Jumlah Nasabah 
Pembiayaan Murabahah 
Jumlah Nasabah 
Force Majeure 
Penyebab  
Force Majeure 
2017 3.017 3 Kebakaran, 
Meninggal, dan sakit 
2018 3.356 2 Meninggal dan sakit 
2019 3.624 2 Meninggal 
Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Rose Utami selaku  
pelaksana admin dan penyelesaian pembiaayaan di Bank Jateng Syariah  
pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 14:00 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
pada 3 tahun terakhir terjadi peristiwa force majeure  yang menimpa nasabah 
pembiayaan murabahah. Pada tahun 2017 dari 3.017 nasabah pembiayaan 
murabahah, terdapat 3 nasabah yang terkena peristiwa tersebut, penyebab dari 
masing-masing peristiwa tersebut adalah Kebakaran, Meninggal, dan sakit. Pada 
tahun 2018  dari 3.356 nasabah pembiayaan murabahah, sebanyak 2 nasabah yang 
terkena peristiwa tersebut disebabkan karena Meninggal dan sakit. Dan pada tahun 
2019 dari 3.624 nasabah pembiayaan murabahah, sebanyak 2 nasabah yang terkena 
peristiwa tersebut disebabkan karena meninggal.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 
denga judul “Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan 
Murabahah Pada di Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta”.  
1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam 
penelitian ini antara lain: 
1. Dilihat dari aspek financialnya Bank Jateng Syariah dalam sistem pengelolaannya 
sudah baik. Hal tesebut dapat dilihat pada jumlah asset, DPK, dan Pembiayaan, 
jumlah asset  Bank Jateng Syariah mengalami peningkatan dari Rp 4.413.249 
miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 5.137.036 pada tahun 2018. Pertumbuhan 
asset ini ditopang oleh DPK, akan tetapi pada tahun 2018 DPK megalami 
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penurunan sebesar -11,03% menjadi Rp 2.682.433 miliar dan pembiayaan yang 
tumbuh 26,17% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.765.006 miliar. 
2. Rasio pembiayaan atau kredit bermasalah (NPL/NPF) di Bank Jateng dan Bank 
Jateng Syariah pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 1,64% 
menjadi 1,84%. Jumlah Rasio tersebut belum melebihi standar yang telah 
ditetapkan BI yaitu 5%. 
3. Pada 3 tahun terakhir Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta mengalami 
peristiwa force majeure  yang menimpa beberapa nasabah pembiayaan 
murabahahnya. Pada tahun 2017 dari 3.017 nasabah pembiayaan murabahah, 
terdapat 3 nasabah yang terkena peristiwa tersebut, penyebab dari masing-masing 
peristiwa tersebut adalah Kebakaran, Meninggal, dan sakit. Pada tahun 2018 dari 
3.356 nasabah pembiayaan murabahah, sebanyak 2 nasabah yang terkena 
peristiwa tersebut disebabkan karena Meninggal dan sakit. Dan pada tahun 2019 
dari 3.624 nasabah pembiayaan murabahah, sebanyak 2 nasabah yang terkena 
peristiwa tersebut disebabkan karena meninggal.  
1.3.Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini membahas kasus force majeure megenai penyelesaiannya 
dalam produk pembiayaan murabahah yang ditinjau dari aspek hukum dan 
prinsip syariah. 
2. Pada penelitian ini hanya dilakukan di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. 
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3. Pada penelitian ini dalam pembahasan kasus force majeure dibatasi pada produk 
pembiayaan murabahah di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan 
masalah antara lain: 
1. Bentuk-bentuk force majeure apa sajakah yang terjadi di Bank Jateng Cabang 
Syariah Surakarta dalam pembiayaan murabahah? 
2. Bagaimanakah cara penyelesaian dan prosedur penyelesaian penanganan kasus 
force majeure yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta? 
3. Apakah cara penyelesaian dan prosedur penyelesaian kasus force majeure yang 
digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sudah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariahnya ? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk force majeure yang terjadi dalam pembiayaan 
murabahah di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
2. Untuk menjelaskan cara penyelesaian dan prosedur penyelesaian kasus force 
majeure yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
3. Untuk menjelaskan kesesuaian cara penyelesaian dan prosedur penyelesaian 
kasus force majeure dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta  
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1.6. Manfaat Penelitian   
Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan tentang perbankan syariah yakni 
tentang permasalahan pembiayaan yang diakibatkan oleh kasus force majeure 
dan cara penyelesaiannya, sehingga dapat menerapkan teori yang telah diperoleh 
secara langsung. 
2. Bagi Perusahaan 
Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan mampu menerapkan teori secara 
langsung pada kasus force majeure, khususnya mengenai cara penyelesaian dan 
prosedur penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
prinsip-prinsip syariah. 
3. Bagi Pihak Lain 
Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 
tentang perbankan khususnya dalam hal pembiayaan dalam kasus force majeure 
dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi lembaga 
pendidikan dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan masalah 
yang sama.   
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir  
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1.8. Sistematika Penulisan  
Adapun sistematika penulisan kualitatif lapangan ini sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan 
sistematika penulisan.  
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, beserta 
hasil penelitian yang relevan. 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data, validitas, dan reabilitas data. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi data yang digunakan dalam penelitian beserta analisisnya sesuai 
dengan rumusan masalah yang telah ditentukan penulis agar terjawab 
permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.  
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis untuk 
penyelesaian masalah tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Pembiayaan Murabahah 
 
Pembiayaan dalam pengertian sempit, pembiayaan digunakan untuk 
mendefinisikan  kegiatan  pendanaan kepada nasabah yang dilakukan oleh lembaga 
pembiayaan seperti bank syariah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau 
pembelanjaan yaitu pendanaan yang telah direncanakan dan dikeluarkan oleh pihak 
bank yang digunakan untuk mendukung investasi nasabah (Muhammad, 2005). Salah 
satu akad yang umum dipraktekkan dalam pembiayaan diperbankan syariah adalah 
pembiayaan murabahah.  
Murabahah berasal dari kata “ribhu” (keuntungan) adalah transaksi jual beli 
dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan. Kedua belah pihak antara bank dan 
nasabah harus sepakat mengenai harga jual dan jangka waktu pembayaran yang telah 
disepakati. Harga jual ditentukan dari  harga beli bank dan pemasok ditambah 
keuntungan (margin). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan apabila telah 
disepakati anatara kedua belah pihak tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 
Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran. 
Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan 
pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsur (R. Hidayat, 2014). Menurut 
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah salah satu akad dalam jual 
beli suatu barang dengan memberitahukan harga perolehan kepada pembeli dan 
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pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba sesuai dengan 
kesepakatan antar kedua belah pihak (Ichwan, 2014). 
Dapat disimpulkan yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah akad 
perjanjian penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan barang sesuai dengan 
kesepakatan bersama. Pembayaran dilakukan nasabah dengan cara mengangsur setiap 
bulannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.   
 Dalam langkah pembiayaan, sebelum pihak perbankan memberikan 
pembiayaan kepada nasabah diperlukan analisa pembiayaan terlebih dahulu untuk 
memitigasi risiko. Prinsip analisa pembiayaan yang digunakan untuk menilai 
permohonan pembiayaan, sebuah bank harus memperhatikan terlebih dahulu 
beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon 
debitur melalui petugas bagian pembiayaan pada perbankan. Dalam lembaga 
perbankan, prinsip penilaian agar tepat sasaran dan tepat waktu pelunasan yang 
dikenal dengan unsur 5C, antara lain: (Muhammad, 2005) 
a. Capacity 
Prinsip ini digunakan untuk menilai kemampuan penerima 
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut dapat diukur 
dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu atau melihat SLIK 
OJK dan diperkuat dengan pengamatan lapangan.  
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b. Character 
Prinsip ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 
penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dengan cara 
menilai kepribadian atau karakter calon penerima pembiayaan. 
c. Capital 
Prinsip ini digunakan untuk menilai kemampuan modal yang dimiliki 
oleh calon nasabah yang diukur dengan rasio financial dan penekanan pada 
posisi modalnya posisi secara keseluruhan. 
d. Collateral 
Prinsip ini digunakan untuk menilai jaminan yang dimiliki calon 
nasabah. Hal tesebut bertujuan untuk menggantikan kewajibannya apabila 
suatu saat terjadi resiko kegagalan pembayaran.  
e. Condition  
Prinsip ini digunakan untuk menilai kondisi ekonomi calon nasabah, 
dimana prinsip ini mempunyai peran besar dalam proses berjalannya usahanya 
apakah usaha yang dijalankan ada keterkaitan atau tidak dengan yang sedang 
terjadi dimasyarakat. 
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Selain itu ada beberapa prinsip penilaian kredit menurut Kasmir yaitu dengan 
analisis 7P, yakni: (Adlan, 2016) 
a. Personality 
Prinsip ini digunakan untuk menilai kepribadian dari calon nasabah 
dari tingkah laku dalam keseharian maupun pada masa lalunya, selain itu juga 
dapat dinilai dari tindakan  nasabah  dalam  menghadapi suatu masalah. 
b. Party 
Prinsip ini digunakan untuk mengkalsifikasikan nasabah dalam 
klasifikasi tertentu berdasarkan modal kerja, loyalitas, dan karakternya. 
c. Perpose 
Prinsip ini digunakan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 
mengambil kredit yang diinginkan nasabah. 
d. Prospect 
Prinsip ini digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan 
datang apakah menguntungkan ataupun merugikan. Hal ini bertujuan untuk 
meminimalisisr terjadinya kerugian dimasa yang akan datang bukan hanya 
bank yang akan rugi melainkan juga nasabah apabila fasilitas kredit yang 
dibiayai tanpa mempunyai prospek. 
e. Payment 
Prinsip ini merupakan unsur bagaimana cara calon nasabah 
mengembalikan kredit yang telah diambil. Selain itu, dari sumber 
manasajakah dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.  
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f. Profitability 
Prinsip ini digunakan untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam 
mencari laba. Hal tersebut dapat diukur dari periode apakah akan tetap sama 
atau akan semakin meningkat, apabila ditambah dengan tambahan kredit yang 
akan diperolehnya dari bank. 
g. Protection 
Dalam prinsip ini memiliki tujuan yaitu bagaimana kredit yang di 
keluarkan oleh bank mendapatkan perlindungan barang ataupun asuransi. 
Pembiayaan sangat membantu para pelaku bisnis yang memiliki kemampuan 
dibidangnya, dengan adanya pembiayaan ini usaha yang dimiliki para pelaku usaha 
bisnis dapat berkembang lebih besar. Pembiayaan pada sektor rill sangat  
berpengaruh pada tingkat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya 
pembiayaan serta tersedianya dana akan meningkatkan usaha yang nantinya dapat 
dibedakan menjadi 2 yaitu: (Judiseno, 2005) 
a. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi. Contoh: pembiayaan guna membeli rumah, 
mobil, dan sebagainya. 
b. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dan untuk meningkatkan usaha, baik usaha 
produksi, perdagangan, maupun investasi. Contoh: pembiayaan modal kerja. 
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Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki kegiatan yang dapat 
dibagi menjadi 3, antara lain: (Muhammad, 2000) 
1. Kegiatan penyaluran dana (lending) 
Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat atau sering disebut 
lending dapat dilakukan sebuah bank dengan menggunakan beberapa akad 
antara lain murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah ataupun qardh. Bank 
bertindak sebagai penyedia dana atau dapat dikatakan sebagai pemberi dana 
atau modal. Maka, bank akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin 
keuntungan untuk murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, 
sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh. 
2. Kegiatan menghimpun dana (funding) 
Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan oleh bank melalui 
beberapa mekanisme antara lain tabungan, giro, dan deposito. Dalam 
operasionalnya di bank syariah, tabungan dan giro menggunakan akad akad 
wadiah dan akad mudharabah. Sedangkan deposito hanya memakai akad 
mudharabah. 
3. Jasa Bank 
Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa wakalah, penyedia 
bank garansi (kafalah), hiwalah, dan jual beli valuta asing.  
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2.1.2   Force Majeure 
Secara etimologi force majeure berasal dari bahasa Perancis yang berarti 
“kekuatan yang lebih besar”. Sedangkan secara terminologi adalah suatu kejadian  
yang terjadi diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya  (Joenadi, 2016).  
Force majeure adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk 
memenuhi kewajibannya dan terjadi setelah dibuatnya suatu perjajian. Dalam hal ini 
debitur tidak dapat menduga terjadinya sesuatu pada saat akad perjanjian di buat dan 
keadaan tersebut nasabah tidak harus menanggung risiko. Force majeure akibat 
kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar 
kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dibebaskan dari kewajiban 
membayar ganti rugi (Suadi, 2018).   
Menurut pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata force majeure adalah suatu 
keadaan dimana tidak terpenuhinya perjajian dalam kontrak yang telah dijanjikan dan 
debitur tidak dapat berbuat banyak terhadap keadaan tersebut karena suatu hal yang 
tidak dapat diduga, (Rahmat, 2010). Pendapat para ahli terkait force majeure, 
diantaranya adalah sebagai berikut: (Simanjuntak, 2017) 
a. Menurut Setiawan, Force majeure adalah suatu peristiwa yang dapat 
menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang terjadi setelah 
dibuatnya perjanjian. Debitur tidak dapat dikatakan lalai untuk memenuhi 
prestasinya karena dalam hal tersebut debitur tidak dapat disalahkan, tidak 
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harus menanggung risiko yang telah terjadi, dan tidak dapat menduga suatu 
peristiwa yang akan terjadi pada waktu persetujuan dibuat.  
b. Menurut Abdulkadir Muhammad, Force majeure adalah suatu keadaan yang 
terjadi secara tidak terduga dimana debitur tidak dapat menduga akan terjadi 
pada saat pembuat perikatan  yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi 
oleh debitur.  
c. Menurut Subekti, Force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari 
kewajiban membayar ganti rugi. 
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan 
memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena adanya 
suatu peristiwa yang tidak terduga, dimana pihak yang tidak dapat memenuhi 
kewajibannya tidak harus menanggung risiko.     
Terdapat empat unsur yang harus dipenuhi untuk menggambarkan adanya 
force majeure, yaitu: (Nurhaini, 2013) 
a. Adanya suatu peristiwa atau suatu kejadian yang menciptakan atau 
melahirkan suatu keadaan yang tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya, 
tidak seperti biasanya. Peristiwa dapat berupa bencana alam, kebakaran, 
perubahan peraturan prundang-undang dan sebagainya.   
b. Peristiwa itu tidak terduga, artinya tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh 
debitur perihal waktu dan tempat kejadiannya peristiwa itu.  
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c. Peristiwa itu diluar kekuasaan debitur, artinya bahwa terjadinya peristiwa itu 
bukan karena salahnya debitur dan tidak pula dapat dihalangi atau 
dikendalikannya. 
d.  Peristiwa itu menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya, baik 
karena peristiwa itu berkaitan dengan obyek perikatan ataupun berkaitan 
dengan cara pemenuhan. 
Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang diluar 
prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha 
atau pekerjaan sehingga tidak mungkin dapat diteruskan lagi. Force majeure dapat 
dibagi menjadi beberapa macam yang didasarkan pada beberapa hal, antara lain: 
(Rahmat, 2010) 
1. Force majeure menurut jenisnya  
a. Force Majeure Objektif  
Force majeure tersebut terjadi pada benda yang menjadi objek 
pembiayaan tersebut, sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi lagi tanpa 
adanya kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda yang menjadi 
objek pembiayaan terbakar. 
b. Force Majeure Subjektif 
Pada force majeure subjektif, peristiwa ini disebabkan oleh 
keadaan atau kemampuan dari debitur sendiri. Misalnya, cacat seumur 
hidup atau debitur sakit berat sehingga tidak memungkinkan untuk 
melakukan prestasi. 
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2. Force majeure menurut pelaksanaannya 
a. Force Majeure Absolut  
Force majeure absolut adalah suatu keadaan yang 
menyebabkan seorang debitur sama sekali tidak dapat memenuhi 
kewajibannya kepada kreditur, misalnya adanya gempa bumi, banjir 
bandang, dan peristiwa lainnya. 
b. Force Majeure Relatif  
Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan 
dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. 
Misalnya terhadap kontrak eksport impor, dimana setelah kontrak 
dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut atau PHK masal 
pada pekerja suatu perusahaan yang pailit.  
3. Force majeure menurut jangka waktu berlakunya 
a. Force Majeure Temporer 
Force Majeure temporer adalah suatu keadaan dimana 
pemenuhan prestasi dari perjanjian tersebut untuk sementara waktu 
tidak mungkin dilakukan, apabila setelah keadaan tersebut selesai 
maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya jika barang 
yang menjadi objek pembiayaan tersebut tidak mungkin dikirm karena 
terjadi pergolakan sosial. Akan tetapi, pada saat kondisi sudah aman, 
maka barang tersebut dapat dikirim kembali.  
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b. Force Majeure Permanen 
Force majeure ini berakibat pada tidak terlaksananya dalam 
pemenuhan prestasi sampai kapanpun untuk memenuhi perjanjian. 
Misalnya jika barang yang merupakan objek pembiayaan tersebut 
musnah diluar kesalahan salah satu pihak. 
Adapun teori-teori yang membahas force majeure, antara lain: 
a. Teori Force Majeure Menurut Kaidah Fiqih Islam 
Teori kaedah fiqih islam mengenai force majeure disebut dengan 
istilah al-masyaqqah yaitu yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan 
kesukaran. Dalil yang sesuai dengan keadaan force majeure ialah kaidah 
sebagai berikut: 
.ُلاَُزي ُر ََضَلَا 
Artinya: “kerugian harus dihilangkan.” 
. ُْيِْْسيَتلَا ُبِل َْتَ ُةَّقَشَْملَا 
Artinya: “kesulitan mendatangkan kemudahan.” 
Dalam ilmu fiqih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu ada 
tujuh macam, yaitu safar, keadaan sakit, keadaan terpaksa (force majeure), 
lupa, ketidaktahuan, umum al-balwa, kekurangmampuan bertindak hukum. 
(Dzajuli, 2016) 
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b. Teori Ketidakmungkinan  
Pendapat dari teori ini mengenai keadaan memaksa adalah 
ketidakmungkinan seorang nasabah untuk melakukan pemenuhan prestasi 
yang telah diperjanjikan karena suatu keadaan. Ketidakmungkinan dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu: (Salim & Nurbani, 2016) 
1. Teori ketidakmungkinan absolut atau objektif 
Teori tersebut merupakan ketidakmungkinan seorang debitur untuk 
memenuhi prestasinya kepada kreditur. Ketidakmungkinan tersebut 
dikarenakan objek yang menjadi pembiayaan lenyap atau musnah.  
2. Teori ketidakmungkinan relatif atau subjektif  
Ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya 
untuk sementara waktu. Pemenuhan prestasinya hanya tertunda 
sementara waktu tidak berhenti atau tidak batal.  
c. Teori Penghapusan atau Peniadaan Kesalahan 
Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan berarti dengan adanya 
force majeure terhapuslah kesalahan debitur. Sehingga akibat kesalahan yang 
terjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan (Salim & Nurbani, 2016).  
Dengan adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure membawa 
konsekuensi akibat hukum sebagai berikut: (Yudha, 2013) 
a. Kreditur tidak bisa menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur 
b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan tidak wajib membayar ganti rugi 
c. Risiko tidak bisa dialihkan kepada debitur  
26 
 
 
 
d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik 
e. Perikatan dianggap gugur 
2.1.3    Dasar Hukum Force Majeure  
1. Al-Qur’an 
.  َنوَُملَْؼث ُك ْن  ا ُْكَُّل ٌْيَْخ اُْوق َّدََصث ْنَأَو ،ٍة ََْسْيَم َلى  ا ٌةَرِظَْنف ٍة َْسُْغ ْوُذ َنَكَ ْن  اَو ُْتْن  
“Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan , maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 280)  
2. Hadist 
Terdapat beberapa hadist yang menjadi dasar hukum force majeure 
antara lain:   
 ُالله ُ َّلََّظَأ َُلَ َعَضَو ْوَأ ا ًِسْْؼُم َرَْظهَأ ْنَم : َ َّلََّسَو ِوَْيَلػ ُالله ُلْوُسَر ََلق : ََلق َةَرْيَرُى ِْبَِا ْنَغ 
 َل َمَْوي ِوِشْرَغ ِّلظ َت َْتَ ةَماَيِْقلا َمَْوي . ُ َّلَِّظ َّلِا ٍّلِظ  
“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang 
memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang 
kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya dibawah 
naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya.”  (Nashiruddin, 2014) 
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 ِب َُلَ َنَكَا ًِسْْؼُم ُهَرَْظهَأ ْنَم : َلَاق َ َّلََّسَو ِوَْيَلػ ُالله َّلََّص ّ ِِبَّنلا ِنَغ ي َِّملْسَْلَا َةَْديَُرب ْنَغ ُِّك  
 ُهَرَْظهَأ ْنَمَو ،َُةقَدَص ٍمَْوي  ٌَةقَدَص ٍمَْوي ُِكُ ِْفِ ُُْلَّثم َُلَ َنَكَ ِّلَِّح َدَْؼب          
“Dari Buraidah Al-Islami, dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang 
mempermudah penagihan piutang (memberikan tenggang waktu), maka setiap 
hari baginya bernilai sedekah. Dan barang siapa yang mempermudah tagihan 
utang sampai setelah jatuh tempo, maka baginya pahala yang sama, yakni 
setiap hari baginya adalah bernilai satu sedekah.” (Nashiruddin, 2013) 
3. Pengaturan Dalam Fatwa DSN MUI  
Ketentuan force majeure diatur sebagian kecil dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas mampu 
menunda-nunda pembayaran pada point ke dua yang berbunyi bahwa nasabah 
yang tidak atau belum mampu disebabkan force majeure tidak boleh 
dikenakan sanksi  baik berupa ta’zir atau denda  (Sam, 2014). 
4. Peraturan Perundang-undangan 
Dasar hukum force majeure di Indonesia diatur dalam KUHPerdata 
ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini:  
Pasal 1244 KUHPerdata yang Berbunyi: 
“Debitur harus dihukum mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila dia 
tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan itu atau tidak 
tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang 
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tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun 
tidak itikad buruk padanya.” (Terj & Pramuji, 2008) 
Pasal 1245 KUHPerdata yang Berbunyi: 
“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, bila dalam keadaan 
memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 
untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan 
suatu perbuatan yang terlarang baginya.” (Terj & Pramuji, 2008) 
Pasal 1444 KUHPerdata pada poin pertama yang Berbunyi: (Terj & 
Pramuji, 2008) 
“Jika barang yang menjadi pokok perjanjian musnah, tidak dapat 
diperdagangkan atau hilang, dan benar-benar tidak diketahui apakah barang 
itu masih ada, maka dapat dihapus perikatannya asal barang itu benar-benar 
musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum dia lalai 
menyerahkannya.”  
Sedangkan pada poin ketiga yang berbunyi: 
“Debitur diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang 
diajukannya.” 
Pasal 1445 KUHPerdata yang Berbunyi: 
 “Jika barang yang terutang, diluar salahnya debitur musnah, tidak dapat lagi 
diperdagangkan, atau holang, maka debitur, jika dia mempunyai hak-hak atau 
tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan 
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memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang 
mengutangkan kepadanya.” (Terj & Pramuji, 2008) 
Selain KUHPerdata terdapat juga peraturan yang berkaitan dengan 
penanganan masalah force majeure, antara lain:  
1. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 64/PMK. 06/ 2010 tentang 
Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara di 
Bidang Usaha Perbankan. 
2. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 31/PMK. 07/2005 tentang Tata 
Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang 
Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah Penghapusan 
Secara Mutlak. 
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan 
Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di 
Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. 
2.1.4  Penyelesaian Force Majeure 
Adapun tahapan-tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, 
adalah sebagai berikut: (Mardani, 2007) 
1. Keringanan Angsuran dan Mark-Up 
Merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tahap awal. Hal 
tersebut dilakukan apabila terjadi permasalahn sebagai berikut:  
a. Apabila usaha nasabah kurang lancar, jika alokasi dana kredit untuk 
usaha. Adapun mekanisme penyelesaiannya dengan langkah awal, 
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pihak bank syariah mengadakan kunjungan lapangan untuk 
mengetahui penyebab terjadinya macet. Selanjutnya pihak bank 
syariah mengadakan musyawarah dengan nasabah untuk menentukan 
penyelesaian terbaik dan tidak memberatkan kedua belah pihak. 
b. Apabila debitur merasa keberatan dengan besarnya angsuran dan bagi 
hasil atau mark up dengan sebab tertent. 
2. Klaim Asuransi 
Tindakan penyelesaian kasus force majeure melalui klaim asuransi 
adalah tindakan penyelamatan pembiayaan yang paling ideal digunakan oleh 
bank syariah. Dalam hal terjadinya force majeure, maka pihak yang terkena 
akibat langsung dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis 
dengan melmapirkan bukti-bukti dari kepolisian atau instansi yang berwenang 
kepada pihak lainnya mengenai peristiwa force majeure tersebut.  
3. Penyitaan dan Pelelangan 
Merupakan tindakan penyitaan dan ataupun penjualan oleh pihak bank 
syariah terhadap barang yang dijaminkan nasabah. Penyitaan dan pelelangan 
jaminan merupakan tahap ke tiga dan dilakukan dengan permasalahan sebagai 
berikut: 
a. Telah melalui tahap satu dan dua. Nasabah sebenarnya mampu 
membayar kewajibannya akan tetapi tidak dilakukannya. 
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b. Telah terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah 
Pada tahap ini, pihak bank syariah terkebih dahulu mengadakan upaya 
penyitaan terhadap barang yang dijaminkan nasabah pada waktu 
penandatanganan pembiayaan. Setelah barang jaminan tersebut disita, pihak 
bank syariah melakukan negoisasi dengan nasabah tersebut membayar 
hutangnya tanpa melalui pelelangan barang jaminan. 
4. Penghapusan Piutang 
Merupakan pembebasan sebagian atau seluruh sisa piutang nasabah 
kepada bank syariah dengan latar belakang sebagai berikut: (Mardani, 2007) 
a. Nasabah yang macet telah melalui penyelesaian tahap satu, dua, dan tiga 
b. Nasabah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris 
c. Nasabah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris, akan tetapi tidak 
mampu membayar sebagian ataupun seluruh sisa hutangnya 
2.2.  Hasil Penelitian yang Relevan  
Sebagai bahan acuan penelitian, peneliti membuat acuan hasil penelitian yang 
relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan antara lain: 
Pertama, Penelitian yang telah dilakukan oleh Lathifah Hanim, MS.Noorman 
dalam jurnal penelitian UNISSULA, Vol. 3, No. 2, (2016) yang berjudul 
“Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa 
di Yogyakarta”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif pendekatan 
doctrinal dan non doctrinal, dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah bank-bank 
yang ada di Yogyakarta baik syariah maupun konvensional Dalam hasil penelitian 
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tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penyelesaian perjanjian kredit bank 
sebagai akibat force majeure karena gempa di Yogyakarta, yang dilakukan kreditor 
untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu 
recheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan sebagian atau 
keseluruhan syarat kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit), eksekusi 
jaminan melalui lelang, serta peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006, PBI No. 11/27/PBI/2009.  
Kedua, Penelitian yang telah dilakukan oleh Novianti Nurhalimah (2014), 
yang berudul “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan 
Force Majeure Pihak Nasabah (Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang 
Malang)”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif pendekatan 
yuridis sosiologis, dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah collection staff dan 
legal and financing recovery BTN Syariah Cabang Malang serta nasabah bermasalah 
akibat force majeure. Dalam hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwasannya pertama, penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang 
disebabkan force majeure pihak nasabah di BTN Syariah Cabang Malang dapat 
dibagi menjadi 2, yaitu upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
murabahah bermasalah. Kedua, hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah 
BTN Syariah Cabang Malang, berasal dari faktor internal dan eksternal. Upaya yang 
dilakukan oleh pihak BTN Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, 
antara lain: (1) memberikan pelatihan kepada karyawan, khususnya karyawan baru 
yang menangani pembiayaan (2) melakukan penagihan secara insentif dan dengan 
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menggunakan pendekatan secara persuatif (3) apabila timbul permasalahan, seperti 
pembiayaan bermasalah maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Ketiga, Penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas S. Bishoff dan Jeffry R. 
Miller dalam jurnal penelitian jurnal hukum bisnis, Vol. 29, No. 1 (2009), yang 
berudul “Force majeure and Commercial Impracticability: Issue to Consider Before 
the Next Hurricane or Natural Disaster Hits”. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif, dengan sampel perusahan manufaktur. Dalam hasil penelitian tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan kontrak atau operasi hukum, doktrin 
atau force majeure memberikan para pihak kesempatan untuk mengalokasikan risiko 
terkait dengan peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak selama periode kinerja. 
Force Majeure sering disalah artikan dan disalahgunakan paling umum, penjual 
melakukan kesalahan dengna mengandalkan ketentuan force majeure untuk 
menghindari kinerja pada kontrak yang tidak menguntungkan. Akan tetapi 
pemahaman force majeure ini akan sangat membantu untuk menghindari 
permasalahan yang sering muncul setelah bencana alam dan kejadian tak terduga 
lainnya. 
Keempat, Penelitian yang telah dilakukan oleh Ishlah Farah Diba (2019), yang 
berudul “Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam Produk pembiayaan 
Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah KCP Serang)”. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sampel Bank BNI 
Syariah KCP Serang. Dalam hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
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bahwasannya Metode penyelesaian force majeure dalam produk pembiayaan 
murabahah pada BNI Syariah Serang terbagi menjadi dua tahapan yaitu upaya 
penyelamatan dan penyelesaian. Upaya penyelamatan yaitu berupa recheduling 
(penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan sebagian atau keseluruhan syarat 
kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit). Apabila dalam upaya 
restrukturisasi pembiayaan tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dilaksanakan 
maka upaya terakhir ialah upaya penyelesaian musyawarah, klaim asuransi, dan 
pegadilan agama (litigasi). Penyelesaian force majeure dalam produk pembiayaan 
sudah sesuai dengan hukum islam. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dari penyusunan  proposal hingga 
terlaksananya laporan, penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai selesai 
dikerjakan. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, 
keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai tempat 
dilaksanakannya penelitian. Peneliti melakukan penelitian kepada Kasi Pengawasan 
dan Penyelesaian Pembiayaan, selain itu dengan Pelaksana Administrasi dan 
Penyelesaian Pembiayaan yang berada di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitan yang bertipe field research (penelitian 
lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama (Meleong, 2007). 
Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk menganalisis penyelesaian 
force majeure dalam produk pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta.  
Metode kualitatif merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 
presepsi, pelaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain secara holistic yang selanjutnya 
dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Meleong, 2007). 
Sedangkan menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode penelitian 
dengan melakukan analisis serta intepretasi teks dan hasil interview dengan maksud 
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untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Dapat diartikan bahwa penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek pada 
permasalahan tertentu (Sugiyono, 2017).  
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi  
Populasi adalah keseluruhan obyek maupun subyek yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan 
kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya (Sugiyono, 2010). 
Sedangkan menurut Kuntjojo, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan 
atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dapat disimpulkan 
populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Kuntjojo, 2009). Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan populasi dari pihak yang terlibat dalam 
penanganan kasus force majeure dari Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta yaitu 
Kasi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan, selain itu dengan Pelaksana 
Administrasi dan Penyelesaian Pembiayaan. 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kualitas dan 
karakteristik tertentu yang akan dijadikan responden (Sugiyono, 2010). Menurut 
Mardalis, sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 
penelitian. Dengan demikian, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil 
sebagian baik secara sebagian maupun keseluruhan (Mardalis, 2009).  
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola salju (snowball 
sampling) digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari informan 
satu ke informan yang lain sehingga data diperoleh semakin banyak, lengkap, dan 
mendalam. Kasi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan ditetapkan sebagai 
informan utama karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi yang menjadi 
fokus penelitian serta bertanggung jawab terhadap semua permasalahan pembiayaan. 
Dan selanjutnya informan utama mencari informan lainnya untuk mencari tambahan 
informasi dan pendapat lainnya mengenai penelitian. Informan lainnya tersebut  
adalah Administrasi dan Penyelesaian Pembiayaan (Sugiyono, 2010). Dalam 
penelitian ini besaran sampel yang digunakan antara lain terdiri dari satu Kasi 
Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan dan dua Pelaksana Administrasi dan 
Penyelesaian Pembiayaan dari Bank Jateng  Syariah KC Surakarta.  
3.4. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) yakni melalui 
wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung, biasanya melalui perantara atau dalam 
bentuk dokumen. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, dan catatan 
dokumen lainnya . 
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Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak-
pihak yang berkepentingan serta paham mengenai analisis penyelesaian force 
majeure dalam produk pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. 
Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, jurnal, 
rekaman, gambar, catatan, laporan-laporan terkait dengan penyelesain force majeure, 
serta referensi-referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Wawancara 
Teknik pengambilan informasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 
wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin 
mengenai penyelesaian force majeure berupa dokumentasi, arsip, ataupun laporan-
laporan terkait dengan penyelesain force majeure, secara lengkap dan mendalam dari 
seorang informan. Menurut Sugiyono, Wawancara merupakan teknik pengumpulan 
data melalui suatu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling 
berhadapan untuk bertukar informasi (Sugiyono, 2010). 
Dalam penelitian analisis penyelesaian force majeure dalam produk 
pembiayaan, peneliti akan berperan penuh sebagai pewawancara atau orang yang 
memberikan pertanyaan. Peneliti akan mencatat semua data dan percakapan, serta 
informasi yang dianggap penting yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 
penulis laporan penelitian.  
Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami 
dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang penyelesaian force majeure 
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dalam produk pembiayaan. Informan tersebut diantaranya satu Kasi Pengawasan dan 
Penyelesaian Pembiayaan dan dua Pelaksana Administrasi dan Penyelesaian 
Pembiayaan. 
3.5.2. Dokumentasi  
Dalam penelitian ini metode dokumentasi dikumpulkan dalam bentuk catatan-
catatan yang berhubungan dengan penyelesaian force majeure dalam produk 
pembiayaan, dokumentasi berupa foto saat wawancara, transkip hasil wawancara, dan 
lain sebagainya. 
3.6 Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya 
akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu untuk selanjutnya ditarik suatu 
kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan juga pada saat selesai mengumpulkan data. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik Miles dan 
Huberman. Tahapan analisis data dengan teknik Miles dan Huberman (Sugiyono, 
2015), antara lain: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal penting, mecari tema dan pola, serta membuang 
informasi yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2015). Pada saat penelitian perlu 
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memilih-milih informasi mana saja yang sekiranya dianggap perlu dan penting 
dalam suatu penelitian. 
Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara lebih cermat dan 
mendalam. Langkah selanjutnya dibuat kategorisasi untuk memudahkan dalam 
menelusur daya yang dibutuhkan. Kategorisasi merupakan suatu upaya yang 
dilakukan dengan cara memilih-milih satuan ke bagian-bagian yang memiliki 
kesamaan (Meleong, 2013). Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus 
selama kegiatan penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari lapangan 
ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci (Sugiyono, 2015). 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2015).  
Melalui penyajian data, maka suatu informasi akan lebih terorganisir 
secara rapi dan juga lebih ada keterkaitan antar datanya. Dengan penyajian data, 
maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, 
merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut 
(Sugiyono, 2015). 
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3. Penarikan Kesimpulan 
Tahap akhir dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan juga 
verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat sementara, 
sehingga simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar 
dipertanggung jawabkan (Sugiyono, 2015). 
Tahapan akhir dalam analisis ini dengan merumuskan suatu pernyataan 
yang dianggap mendukung untuk dijadikan data atau pembahasan dalam 
penelitian. Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang sudah 
dirumuskan sejak awal penelitian berlangsung (Meleong, 2013). 
Gambar 3.1. 
Teknis Analisis Data 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Keabsahan data yang diperoleh dari konsep validitas dan reliabilitas yang 
menjadi bagian terpenting. Dikarenakan validitas merupakan tingkat ketetapan antara 
data yang terjadi pada obyek penelitian. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat 
konsistensi temuan data (Sugiyono, 2015). 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid bila tidak 
ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 
pada obyek yang diteliti. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji 
kredibilitas terhadap data hasil peneliti (Sugiyono, 2015). 
Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dalam 
penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 
pemeriksaan keabsahan data atau pengecekan data dari berbagai sumber lain. Teknik 
triangulsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, 
dimana dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu serta alat yang berbeda (Meleong, 2013). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1.  Sejarah Berdirinya Perusahaan 
 
 Pada tanggal 26 April 2008, Bank Jateng membuka unit usaha baru yang 
dinamakan Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah mempunyai kantor pusat yang 
berada di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 402 Semarang. Tanggal 21 Mei 
2008 Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang di Jl. Slamet Riyadi No. 236 
Surakarta sekaligus menjadi kantor cabang pertama. 
Sejak bulan oktober 2016, dapat membuktikan perkembangannya dengan 
beroperasinya 4 kantor cabang syariah, 9 kantor cabang pembantu syariah, 7 kantor 
kas syariah, dan 145 layanan syariah yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. 
Perkembangan tersebut berdampak pada kemudahan untuk nasabah melakukan 
transaksi apapun baik tarik-setor rekening tabungan di seluruh kantor cabang Bank 
Jateng di Jawa Tengah, baik kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Selain itu, 
beragam produk dan jasa keuangan yang ditawarkan juga dapat dinikmati oleh 
nasabahnya dengan menggunakan prinsip syariah. Produk dan jasa tersebut adalah 
produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya.  
4.1.2.  Visi dan Misi 
a. Visi 
“Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan 
masyarakat” 
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b. Misi 
1. Memberikan kontribusi yang sigifikan terhadap perolehan laba bank 
Jateng. 
2. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan 
prima untuk memberikan kepuasan dannilai tambah bagi nasabah dan 
masyarakat sehingga mampu mengerakkan sector rill sebagai pilar 
pertumbuhanekonomi regional 
3. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun 
sinergi dalam pengembangan bisnis 
4. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan 
mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk keseahteraan diri dan 
keluarganya, nasabah, dan masyarakat pada umumnya 
4.1.3.  Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Jateng Syariah  
Adapun pembiayaan murababah di Bank Jateng Syariah dibagi menjadi 3 
jenis sebagai berikut: 
 1. iB Griya  
Pembiayaan yang digunakan untuk perbaikan rumah, villa, apartemen, 
dan rusun, dengan akad murabahah atau istishna. Produk ini mempunyai 
keunggulan, antara lain:  
a. Plafond pembiayaan yang disesuiakan dengan kemampuan nasabah 
untuk mengangsur 
b. Jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun 
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c. Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maks 
70   
d. Tidak ada uang muka untuk pembelian material renovasi ataupun 
pendirian bangunan 
2. iB Multiguna 
Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian konsumtif 
seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor 
baru maupun bekas, sesuai dengan syariah. Produk ini mempunyai 
keunggulan, antara lain: 
a. Plafond pembiayaan hingga 500 juta 
b. Jangka waktu pembiayaan maks 5 tahun atau maks 15 tahun potong 
gaji 
c. Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang 
d. Agunan berupa jaminan tunai, jaminan fisik, atau jaminan pembayaran 
dengan potong gaji 
3. iB Investasi 
Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna bagi pengadaan 
barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti, 
pembangunan ruko, pembelian peralatan mesin, dan lainnya. Adapun 
keunggulan dari pembiayaan ini, sebagai berikut:  
a. Plafond sesuai kelayakan dan kemampuan nasabah 
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b. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, maksimal 15 tahun untuk 
pembangunan gedung, makismal 8 tahun untuk pembelian 
kendaraan roda empat atau lebih, dan maksimal 4 tahun untuk 
pembelian kendaraan roda dua ataupun tiga 
4.2.  Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Dalam perbankan syariah, pada umunya produk pembiayaan diterapkan 
menggunakan akad murabahah yang digunakan untuk pembelian barang-barang yang 
dibutuhkan oleh nasabah. Untuk itu, Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta juga 
menerapkan akad murabahah pada beberapa jenis pembiayaan yang ada di bank yaitu 
iB Griya, iB Investasi, dan iB Multiguna. Dalam pembiayaan yang ada di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta khusunya ketiga jenis pembiayaan diatas, tidak 
lepas dari pembiayaan bermasalah baik yang disengaja oleh nasabah maupun tidak.  
Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 
dilapangan dapat diketahui bahwa terdapat 7 kasus pembiayaan murabahah  
bermasalah akibat force majeure di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta yang 
disebabkan oleh beberapa hal yaitu dimulai pada tahun 2017 terdapat 3 kasus force 
majeure yang diakibatka oleh kebakaran,  meninggal dunia, dan sakit. Pada tahun 
2018 terdapat 2 kasus force majeure yang diakibatkan oleh meninggal dunia, dan 
sakit. Dan pada tahun 2019 terdapat 2 kasus force majeure yang diakibatkan oleh 
meninggal dunia.  
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Selain itu, Berdasarkan data yang diperoleh bahwa force majeure terjadi pada 
beberapa jenis pembiayaan akad murabahah di Bank Jateng Syariah antara lain iB 
Investasi, iB Griya, dan iB Multiguna. Dari beberapa jenis kasus yang terjadi, dalam 
penyelesaian permasalahan diatas juga mempunyai perbedaan dalam penyelesaiannya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank Jateng Syariah dan hasil musyawarah 
bersama antara pihak bank dan nasabah yang terkena Force Majeure. 
Tabel 4.1. 
Jumlah Nasabah Force Majeure di Bank Jateng Syariah Pada Tahun 2017-2019 
 
No Nama Nasabah Penyebab 
Force Majeure 
Tahun 
Terjadi 
Jenis Pembiayaan 
1. Sapto Wahyudi Kebakaran 2017 iB Investasi 
2. Parmin Meninggal 2017 iB Griya 
3. Edriyanto Sakit 2017 iB Investasi 
4. Sri Sugiyatmi Meninggal 2018 iB Investasi 
5. Dian Aulia Sakit 2018 iB Multiguna 
6. Nuryati Meninggal 2019 iB Griya 
7. Sugito Meninggal 2019 iB Griya 
Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Rose Utami selaku  
pelaksana admin dan penyelesaian pembiaayaan di Bank Jateng Syariah  
pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 13:00 
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4.2.1.  Proses Pengajuan Pembiayaan  
Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank, calon nasabah 
terlebih dahulu melakukan proses pengajuan kepada Bank Jateng Cabang 
Syariah Surakarta. Dibawah ini merupakan proses pengajuan pembiayaan 
murabahah secara umum di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sebagai 
berikut: 
1. Calon nasabah pembiayaan  datang ke bank dengan maksud untuk 
mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan apa yang 
diinginkannya 
2. Kemudian pihak bank menerima maksud dari calon nasabah 
pembiayaan dan pihak nasabah mengisi form untuk pengajuan 
pembiayannya, mengumpulkan persyaratan, dan menyerahkan jaminan 
ke bank semisal jaminannya adalah tanah 
3. Pihak bank (Analisis Pembiayaan) melakukan analisa terhadap 
nasabah menggunakan prinsip 5C apakah nasabah layak menerima 
pembiayaan atau tidak. Selain itu,  analisis pembiayaan juga 
melakukan analisa mengenai jaminan yang diberikan nasabah kepada 
pihak bank, apakah jaminan tersebut bisa mengcover pengajuan 
pembiayaan yang telah diajukan atau tidak.  
4. Setelah proses analisa selesai, persyaratan yang telah dikumpulkan 
oleh nasabah diserahkan kepada pimpinan cabang dan pimpinan 
cabang akan mensetujuinya  
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5. Admin pengawas dan pelaksana akan mengecek kelengkapan 
persyaratan. Apabila jaminannya berupa tanah, dari pihak bank akan 
mengecek jaminannya tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) 
apakah ada sengketa atau tidak.  
6. Selanjutnya pihak bank akan mengikat jaminan tersebut apabila tidak 
ada sengketa dengan bantuan notaris 
Dari proses pembiayaan diatas,  bank mempunyai pertimbangan 
khusus yang diberikan kepada nasabah pembiayaan dalam memberikan 
pembiayaannya terkait dengan pencegahan terjadinya force majeure adalah 
jaminan yang dijaminkan oleh nasabah nilainya harus lebih dari pembiayaan 
yang diberikan oleh bank dan jaminan tersebut diasuransikan oleh pihak bank.  
“…terkait pertimbangan khusus yang diberikan bank kepada nasabah 
untuk mencegah terjadinya force majeure ya nilai jaminannya harus 
lebih dari pembiayaan yang diberikan bank dan jaminan tersebut 
daisuransikan…”. (Pelaksana Administrasi dan Penyelesaian 
Pembiayaaan 2, 19 Desember 2019 pukul 15:00 di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta) 
4.2.2.  Bentuk-Bentuk Force Majeure  
Terdapat beberapa jenis force majeure yang dapat dikelompokkan 
berdasarkan beberapa hal yaitu  force majeure berdasarkan jenisnya terdiri dari 
absolut dan subjektif, sedangkan force majeure berdasarkan pelaksanaannya terdiri 
dari absolut dan relatif, selain itu force majeure berdasarkan jangka waktunya terdiri 
50 
 
 
 
dari temporer dan permanen. Adapun bentuk-bentuk force majeure yang pernah 
terjadi dalam produk pembiayaan murabahah di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 
a. Kasus 1 
Kasus force majeure ini terjadi pada Bapak Sapto Wahyudi yaitu 
salah satu nasabah pembiayaan investasi di Bank Jateng syariah berupa 
pembelian kios di Pasar Klewer. Jenis force majeure yang terjadi dalam 
kasus ini adalah objektif temporer berupa bencana kebakaran yang 
menimpa kios tempat usaha nasabah. Kios tersebut diberikan pembiayaan 
oleh pihak bank pada tanggal 11 Desember 2013. Dari peristiwa 
kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan pada kios, sehingga 
berdampak pada berkurangnya daya bayar nasabah terhadap bank.  
Pihak nasabah meminta keringanan dari pihak bank dikarenakan 
hal tersebut terjadi diluar kesalahan dari nasabah sendiri. Kemudian dari 
pihak bank akan melakukan tahap pengecekan lapangan dan melakukan 
musyawarah dengan nasabah. Bank berpendapat bahwa rusaknya kios 
tersebut mengakibatkan kemampuan pembayaran nasabah terhadap bank 
mengalami penurunan.  
Dari hasil musyawarah yang dilakukan antara pihak bank dengan 
pihak nasabah menghasilkan suatu solusi berupa nasabah masih ingin 
membayar kewajiban kepada bank walaupun terkadang tidak tempat 
waktu. Setelah 3 tahun kebakaran berlalu nasabah tersebut dalam 
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kemampuan pembayaran kewajiban terhadap bank semakin hari 
mengalami penurunan. Sehingga pada tahun 2017 nasabah melakukan 
pengajuan restrukturisasi kepada bank sesuai dengan permintaan nasabah 
setelah melihat kondisi kemampuannya semakin hari semakin menurun 
dalam membayar kewajibannya. Kemudian dari pihak bank akan 
membuatkan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan yang berisi 
tujuan pembiayaan, akad pembiayaan, plafond restrukturisasi, jangka 
waktu pembiayaan, piutang murabahah, margin keuntungan bank, 
nominal angsuran, cara pembayaran angsuran, jaminan pembiayaan, 
asuransi, serta trasferability dan disclosure. Nasabah akan mendapatkan 
restrukturisasi nominal angsuran setiap bulannya dari plafond 
restrukturisasi sebesar 1,3% dari tunggakan pokok dan 0,3% dari 
tunggakan margin dengan jangka waktu kisaran 10 tahun (120 bulan).   
b. Kasus 2 
Kasus ini terjadi pada pembiayaan Griya dan multiguna, dimana 
pada kasus ini menimpa sebanyak 4 orang nasabah pembiayaan di Bank 
Jateng Syariah. Jenis force majeure yang terjadi pada masing-masing 
nasabah tersebut adalah subjektif permanen berupa kematian nasabah 
pembiayaan. Pembiayaan tersebut digunakan para nasabah untuk 
keperluan sendiri-sendiri antara lain Bapak Parmin digunakan untuk 
renovasi rumah, Ibu Sri Sugiyatmi digunakan untuk pembelian barang 
konsumtif, Ibu Nuryati dan Bapak Sugito digunakan untuk pembelian 
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bahan bangunan renovasi. Peristiwa tersebut menyebabkan terhentinya 
pembayaran angsuran para nasabah kepada pihak bank.  
Para ahli waris dari masing-masing nasabah peristiwa tersebut 
melaporkan kepada pihak bank dengan memberikan keterangan dan 
menunjukkan sejumlah bukti berupa Surat Keterangan Kematian. 
Kemudian dari pihak bank akan memberikan rincian sisa pembayaran 
nasabah atas objek pembiayaannya. Dari keempat nasabah yang terkena 
kasus ini masih mempunyai sisa pembayaran yang belum dibayarkan 
sebelum kematian mereka dan sisanya bulan selanjutnya sampai dengan 
masa pembayaran habis yang harus dibayarkan. 
Selanjutnya pihak bank dan ahli waris dari nasabah melakukan 
musyawarah untuk mencapai kesepakatan yaitu dimana ahli waris 
nasabah hanya diberikan tanggungan pembayaran sisa bulan yang belum 
dibayarkan oleh nasabah sampai terjadinya kematian nasabah dan secara 
keseluruhannya akan dilunasi dengan klaim asuransi. Untuk sisa 
pembiayaannya beberapa bulan berikutnya, yang seharusnya dilunasi 
akan tetapi diputihkan oleh pihak bank. Kemudian, dari pihak bank akan 
membuatkan surat pengajuan klaim asuransi yang berisi mengenai sisa 
pokok dan sisa margin yang belum dibayarkan nasabah. 
c. Kasus 3 
Kasus force majeure ini terjadi pada pembiayaan investasi dengan 
objek pembiayaan pembelian tempat usaha. Pembiayaan ini diberikan 
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kepada Ibu Dian Aulia pada tanggal 17 Desember 2014. Jenis force 
majeure yang terjadi adalah subjektif permanen berupa nasabah 
pembiayaan mengalami sakit parah pada tahun 2018. Peristiwa tersebut 
menyebabkan terjadinya penurunan pembayaran kewajiban nasabah 
kepada bank dikarenakan uang dari hasil usahanya yang seharusnya untuk 
membayar kewajiban kepada bank digunakan berobat. Dengan adanya 
peristiwa tersebut pihak keluarga memberikan penjelasan kepada pihak 
bank. Pihak bank dan keluarga nasabah melakukan musyawarah dan 
mencapai kesepakatan yaitu pihak keluarga nasabah lebih memilih untuk 
menjual asset yang telah dijaminkan kepada bank dikarenakan pihak dari 
keluarga nasabah sudah tidak mampu membayar hingga masa 
pembayaran habis. Asset nasabah akan dilelang oleh bank sesuai harga 
pasar dengan mempertimbangkan sisa pokok dan margin yang belum 
dibayarkan.    
4.2.3.  Penanganan Penyelesaian Force Majeure  
Penanganan kasus force majeure yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang 
Syariah Surakarta yaitu dengan cara memberikan solusi kepada nasabah pembiayaan 
yang disesuaikan dengan sebab dan kondisi nasabah yang terkena force majeure 
dengan tahapan awal melalui musyawarah antar kedua belah pihak.  
“….Penyelesaiakan kasus force majeure dilakukan dengan cara 
musyawarah antara pihak bank dan pihak nasabah dengan 
mempertimbangkan bentuk dari peristiwa yang terjadi dan solusi yang tepat 
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dengan kondisi serta kemampuan nasabah yang terkena  force majeure 
terlebih dahulu…..” 
“….Ada beberapa proses penyelesaian untuk menangani kasus force 
majeure yaitu ada restrukturisasi pembiayaan, diklaimkan ke asuransi, 
menjual asset, dan pemutihan piutang…” (Kasi Pengawasan dan 
Penyelesain Pembiyaan tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00 di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta). 
Dibawah ini adalah penjelasan proses penyelesaian pembiayaan akibat force 
majeure yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. Adapun proses 
penyelesaian pembiayaan akibat force majeure di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta antara lain: 
a. Restrukturisasi Pembiayaan 
Merupakan penyelesaian pembiayaan akibat force majeure tahap 
awal melalui proses rescheduling (penjadwalan kembali), 
reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan 
kembali). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 
peneliti dari ketiga proses restrukturisasi diatas yang sering digunakan 
oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta adalah restructuring 
(penataan kembali). Sedangkan permasalahan angsuran yang 
diakibatkan oleh bencana alam dan kebakaran menggunakan cara 
rescheduling (penjadwalan kembali). 
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“….disini sering menggunakan cara restructuring nilai angsuran 
diperkecil jangka waktu berubah menyesuaikan nasabah. Pihak 
bank tidak perlu merubah persyaratan dan melakukan akad 
kembali. Cara ini adalah cara yang paling mudah, ….” (Kasi 
Pengawasan dan Penyelesain Pembiyaan tanggal 19 Desember 
2019 pukul 11.00 di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta). 
“…untuk nasabah kebakaran menggunakan cara rescheduling 
dengan memberikan jangka waktu angsuran yang lebih panjang 
dari biasanya…” (Pelaksana Admin dan Penyelesain Pembiyaan 
tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.00 di Bank Jateng Cabang 
Syariah Surakarta) 
 Berikut ini merupakan kriteria nasabah yang mendapat penyelesaian 
secara restrukturisasi sebagai berikut: 
1. Debitur merasa keberatan dengan besarnya angsuran dan bagi hasil 
sesuai yang telah disepakati sebelum terjadinya peristiwa tersebut 
2. Jika alokasi pembiayaannya digunakan untuk usaha, usaha yang 
dijalankan nasabah kurang lancar atau terjadinya peristiwa tertentu. 
b. Klaim Asuransi 
Klaim asuransi merupakan tindakan penyelesaian kasus force 
majeure melalui tindakan penyelamatan pembiayaan yang paling ideal 
digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. Apabila terjadi 
force majeure pada salah satu nasabah pembiayaan di Bank Jateng 
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Cabang Syariah Surakarta, maka nasabah yang terkena peristiwa 
tersebut wajib melapor kepada pihak bank secara tertulis dengan 
melampirkan bukti-bukti lainnya. Terdapat ketentuan terkait waktu 
untuk melaporkan peristiwa tersebut yang ditentukan sejak tanggal force 
majeure ditetapkan dari pihak bank selambat-lambatnya 14 hari kerja.  
“…peraturan force majeure pada lampiran perjanjian akad 
pembiayaan murabahah poin pertama mengenai ketentuan terkait 
waktu untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan melampirkan 
bukti…”.  
“…setelah nasabah membuat laporan secara tertulis, pihak bank 
memberikan laporan kepada lembaga asuransi, dan lembaga 
asuransi mencari kebenaran serta bukti-bukti mengenai kronologi 
terjadinya peristiwa tersebut…”. (Pelaksana Admin dan 
Penyelesaian Pembiyaan 2 tanggal 19 Desember 2019 pukul 15.00 
di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta) 
Setelah nasabah membuat laporan secara tertulis, tindakan 
selanjutnya adalah pihak bank akan meberikan laporan tersebut kepada 
lembaga asuransi untuk segera ditindak lanjuti. Lembaga asuransi akan 
mencari kebenaran dan mengumpulkan bukti kronologi terjadinya force 
majeure. Apabila nasabah terbukti mengelami peristiwa force majeure, 
nasabah dapat mengklaim asuransi untuk menyelamatkan 
pembiayaannya. 
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Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh penulis, banyak 
peristiwa force majeure yang terjadi di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta adalah nasabah mati. Maka, penyelesaian yang sering 
ditangani Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta adalah mengklaimkan 
pembiayaan nasabahnya ke lembaga asuransi.   
“…untuk penyelesaian yang diklaimkan ke asuransi kasus force 
majeure disini kebanyakan nasabahnya meninggal ….”. 
(Pelaksana Admin dan Penyelesain Pembiyaan  tanggal 19 
Desember 2019 pukul 13.00 di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarta) 
c. Penjualan Aset 
Penjualan tersebut dilakukan oleh pihak bank terhadap barang 
yang dijaminkan nasabah untuk pembiayaan yang telah diajukan. 
Penjualan jaminan tersebut dilakukan untuk permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Nasabah force majeure telah melalui tahap restrukturisasi dan 
klaim asuransi 
2. Nasabah sebenarnya masih mampu membayar kewajibannya, 
akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan untuk nasabah 
membayar kewajibannya dan nasabah sudah tidak mampu 
membayar kewajibannya.  
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“…pernah ada nasabah yang sakit parah uang yang biasanya 
untuk angsuran digunakan untuk berobat. Dari nasabah 
menginginkan untuk menjualkan asetnya saja untuk melunasi 
kewajibannya setelah melalui proses musyawarah dari pihak 
bank dan nasabah….”. (Pelaksana Admin dan Penyelesain 
Pembiyaan 1 tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.00 di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta) 
Jadi sebelum adanya keputusan penjualan aset, dilakukan 
musyawarah terlebih dahulu dari kedua belah pihak antara bank dengan 
nasabah untuk mendapatkan solusi terhadap pembiayaannya. Dan pihak 
bank terlebih dahulu mencari kebenaran atas peristiwa yang telah 
menimpa nasabah pembiayaannya. 
d. Pemutihan Piutang  
Merupakan pembebasan atau penghapusan sisa piutang nasabah 
yang telah diajukan kepada bank, yang menjadi latar belakang bank 
untuk memutihkan piutang nasabah antara lain:  
1. Nasabah force majeure tidak memungkinkan untuk melalui 
penyelesaian tahap restrukturisasi, klaim asuransi, dan penjualan 
aset 
2. Nasabah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris 
3. Nasabah meninggal dunia mempunyai ahli waris, akan tetapi 
tidak mampu membayar sisa hutangnya  
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Adapun mekanisme dalam menyelesaikan pemutihan piutang 
antara lain:  
1. Tahap awal, pihak bank mengadakan kunjungan lapangan 
tentang penyebab terjadinya force majeure, apabila disebabkan 
karena meninggal, maka terlebih dahulu diadakan penyelesaian 
dengan ahli waris 
2. Selanjutnya, setelah diadakan penyelesaian diatas belum dapat 
terselesaikan, maka pihak bank mengambil kebijakan untuk 
melakukan memutihkan piutang dari pihak bank kepada hutang 
nasabah. 
Penyelesaian pembiayaan antara pembiayaan bermasalah akibat kesengajaan 
nasabah dengan pembiayaan akibat force majeure secara umumnya adalah sama 
seperti yang ada diatas diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. 
Adapun perbedaan antara kedua permasalah pembiayaan tersebut yaitu pada 
pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah sendiri, pihak bank 
memberikan Surat Peringatan sampai somasi. Pada nasabah force majeure, pihak 
bank tidak memberikan Surat Peringatan akan tetapi menuliskan berita acara setelah 
melakukan pengecekan dan mengumpulkan bukti-bukti.  
“…yang membedakan itu ya pembiayaan bermasalah kita memberikan SP 
dan pembiayaan force majeure dari kita membuatkan berita acara. secara 
umum penyelesaian pembiayaan bermasalah itu ya sama dengan pembiayaan 
force majeure diselesaikan secara musyawarah,..”. (Kasi Pengawasan dan 
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Penyelesain Pembiyaan tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00 di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta)  
4.2.4.  Analisis Penyelesaian Force Majeure  
Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaiakan pembiayaan 
bermasalah di Bank Jateng Cabang Syariah dengan cara melakukan analisis 
penyelesaian force majeure dalam produk pembiayaan murabahah. Hasil analisis dari 
kasus-kasus force majeure yang telah terjadi di Bank Jateng Cabang Syariah 
Surakarata dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada kasus force majeure absolut temporer, peristiwa kebakaran 
tersebut melenyapkan bangunan kios yang menjadi objek pembiayaan 
nasabah yang dijadikan sebagai tempat usahanya dan melenyapkan 
sebagian barang dagangannya.  
2. Pada kasus force majeure subjektif permanen, peristiwa kematian yang 
menimpa beberapa nasabah dan peristiwa nasabah pembiayaan sakit 
parah membuat pemenuhan prestasi dari kontrak tidak mungkin dapat 
dilakukan selamanya.  
Dengan adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure membawa 
konsekuensi akibat hukum sebagai berikut: (Yudha, 2013) 
a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi kepada nasabah 
b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, tidak wajib membayar ganti 
rugi, dan risiko tidak beralih kepada debitur  
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c. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal 
balik 
d. Perikatan dianggap gugur 
Adapun klasuul force majeure yang terdapat dalam pembiayaan Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta sebagai berikut: 
Gambar 4.1. 
Klausul Pembiayaan Force Majeure di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi Hasil wawancara di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta, 
pada tanggal 19 Desember 2019 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, pada 
praktiknya Bank Jateng Syariah  KC Surakarta dalam menyelesaikan beragam kasus 
force majeure yang telah terjadi, Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sudah 
menerapkan pasal 22. Secara prosedurnya apabila nasabah mengalami peristiwa force 
majeure, nasabah dapat melaporkan peristiwa yang telah terjadi pada nasabah dengan 
Pasal 22 
FORCE MAJEURE 
1. Dalam hal terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena akibat langsung 
dari Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan 
melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada pihak lainnya 
menegenai peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Force 
Majeure terjadi.  
2. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami Force Majeure untuk 
memberitahukan adanya Force Majeure tersebut kepada pihak lainnya 
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure. 
3. Seluruh permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan 
diselesaikan oleh BANK dan NASABAH secara musyawarah untuk 
mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak BANK sebagaimana diatur 
dalam Akad ini. 
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membawa bukti dan laporan tertulis selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak 
tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan nasabah Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta yang terkena peristiwa tersebut.  
Apabila nasabah force majeure lalai untuk memberitahukan peristiwa yang 
telah menimpanya kepada pihak bank, maka peristiwa tersebut tidak dapat diakui. Hal 
tersebut dapat dibuktikan bahwasannya nasabah yang terkena peristiwa force majeure 
tidak pernah lalai ataupun terlambat dalam melaporkan peristiwa yang telah terjadi. 
Selama kurun 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 kasus force majeure yang 
pernah terjadi dapat segera diatasi pihak bank dengan baik. 
Pada poin ketiga yang terdapat pada pasal 22 bahwa seluruh permasalahan 
yang diakibatkan force majeure, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara 
musyawarah. Setelah nasabah melalui tahapan poin pertama pada pasal 22, maka dari 
pihak bank akan mengadakan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi yang 
tepat dalam menangani peristiwa yang telah dialami nasabah tanpa ada yang merasa 
dirugikan. Selama kurun 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 kasus force majeure 
yang pernah terjadi masing-masing dari kasusnya dapat terselesaikan dengan baik.  
Tindakan yang diambil oleh bank apabila nasabah tidak dapat membuktikan 
atas laporannya maka, nasabah dapat dikenakan ganti rugi dari pihak bank sesuai 
dengan KUHP Pasal 1244. Dan apabila nasabah dapat membuktikan laporannya 
kepada bank, maka pihak nasabah tidak dapat dikatakan lalai dan tidak wajib 
membayar kerugian atas apa yang telah terjadi sesuai dengan isi KUHP Pasal 1245. 
Nasabah diwajibkan untuk membuktikan kejadian yang tidak terduga atas 
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pembiayaan yang telah diberikan oleh bank sesuai dengan KUHP Pasal 1444. 
Sedangkan nasabah yang mengalami force majeure masih memiliki sisa kewajiban 
yang belum dibayarkan dan tanggungan yang masih menjadi hak bank sesuai dengan 
KUHP Pasal 1445.  
Berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 poin kedua yang berisi 
nasabah force majeure tidak boleh dikenakan sanksi yang bersifat ta’zir atau denda, 
sama halnya dengan pihak bank tidak dapat menuntut untuk memenuhi prestasi 
kepada nasabahnya. Dengan adanya nasabah yang terkena hal tersebut, pihak Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta dapat memakluminya karena hal tersebut bukan 
kesalahan yang disengaja oleh nasabah. Dalam akad murabahah dalam Fatwa DSN 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada BAB I poin 8 yang berisi pihak bank dapat 
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mengikat jaminannya melalui 
asuransi apabila suatu saat terjadi kerusakan akad murabahah. Sesuai dengan hasil 
wawancara yang telah dilakukan, bahwasannya semua jaminan pembiayaan di Bank 
Jateng Cabang Syariah Surakarta diasuransikan yang dibayarkan oleh nasabah setiap 
bulannya.   
Pada praktiknya penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure 
dalam akad murabahah di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta secara umum 
adalah sama. Adapun perbedaan antara kedua permasalah pembiayaan tersebut yaitu 
pada pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah sendiri, pihak bank 
memberikan SP (Surat Peringatan) sampai dengan somasi. Sedangkan untuk nasabah 
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force majeure, pihak bank akan menuliskan berita acara setelah melalui tahapan 
pengecekan dan mengumpulkan bukti-bukti.  
Tindakan yang diambil oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dalam 
menangani kasus force majeure, berdasarkan dasar hukumsebagai berikut: 
1. Hukum Islam 
a. Pada penyelesaian force majeure dalam paraktiknya sudah sesuai 
dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada butir 2 poin 4 
tentang nasabah yang terbukti terkena force majeure, pihak bank 
tidak boleh mengenakan sanksi berupa ta’zir atau denda  
b. Pada penyelesaian kasus force majeure dalam paraktik akad 
pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/ 
IV/2000 poin ke 8 sudah sesuai bahwa pihak bank dapat 
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mengikat 
jaminannya melalui asuransi apabila suatu saat terjadi kerusakan 
akad murabahah.   
2. Hukum Positif 
a. KUHP Pasal 1244 
Pada pasal ini, pihak nasabah dapat dikenakan ganti rugi 
apabila tidak dapat membuktikan atas peristiwa yang telah 
dilaporkan kepasa pihak bank. 
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b. KUHP Pasal 1245 
Pada pasal ini, pihak nasabah tidak dapat dikatakan lalai dan 
tidak wajib membayar ganti rugi apabila dapat memberikan bukti-
bukti atas peristiwa yang menimpa nasabah. 
c. KUHP 1444 
Pada pasal ini, Nasabah diwajibkan untuk membuktikan 
kejadian yang tidak terduga atas pembiayaan yang telah diajukan 
kepada bank. Berdasarkan kasus yang telah diselesiakan oleh bank 
yang berdampak pada nasabah tidak dapat membayar kewajibannya 
dikarenakan peristiwa tersebut maka, bank melakukan 
penyelamatan dengan melihat kemampuan atau kondisi nasabah 
sekarang dan perikatan yang diawal menjadi perikatan yang gugur. 
d. KUHP 1445 
Pada pasal ini, tindakan penyelamatan pembiayaan force 
majeure untuk nasabah yang mengalami force majeure yang masih 
memiliki tanggungan yang masih menjadi hak bank dan sisa 
kewajiban yang belum dibayarkan. 
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Tabel 4.2 
Penyelesaian Kasus Force Majeure Pembiayaan Murabahah 
di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
 
No Jenis 
Force Majeure 
Cara Penyelesaian 
 Objektif 
 
Subjektif 
 
Absolut Relatif Permanen 
 
Temporer 
 
Asuransi Keringanan 
Angsuran 
Pemutihan 
Tunggakan 
Eksekusi 
Jaminan 
1. √     √  √   
2.  √   √  √  √ √ 
3.   √    √ √   
4.    √   √ √   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bentuk-bentuk force majeure yang terjadi dalam produk murabahah di 
Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta adalah subjektif permanen dan 
objektif temporer.  
2. Penanganan penyelesaian kasus force majeure dan prosedur yang 
digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta antara lain melalui 
restrukturisasi pembiayaan, klaim asuransi, penjualan aset, dan pemutihan 
piutang.  
3. Penanganan dan prosedur penyelesaian kasus force majeure yang 
digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.  
5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyampaiakan saran-
saran untuk  berbagai pihak, antara lain:  
1. Bagi Pihak Perbankan 
a. Perlu adanya upaya yang lebih dalam memberikan pembiayaan kepada 
nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah akibat 
force majeure dengan cara mencari nasabah yang lebih spesifik dan 
bersyarat. 
b. Adapun upaya yang dapat dilakukan perbankan dalam mencegah 
terjadinya risiko pada pembiayaan adalah melalui pengelolaan risiko 
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yang terstruktur berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, 
pemantuan risiko, dan pengendalian risiko. Hal tersebut bertujuan untuk 
memberikan solusi yang benar dan tepat sesuai dengan prinsip islam.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan input-output 
mengenai kasus force majeure pada lembaga perbankan syariah yang 
dapat ditinjau dari aspek-aspek lainya. 
b. Disarankan untuk peneliti selajutnya dapat melakukan interview kepada 
nasabah yang mengalami kasus force majeure  
c. Diperlukan penelitian lebih jauh di berbagai sektor rill di Indonesia baik 
konvensional maupun syariah tentang penyelesaian force majeure. 
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Lampiran 3: Transkip Pertanyaan Wawancara 
 
No Tujuan Pertanyaan Umum Sub Pertanyaan Informan 
1. Untuk 
menjelaskan 
bentuk-bentuk 
force majeure 
yang terjadi 
dalam 
pembiayaan 
murabahah di 
Bank Jateng 
Cabang Syariah 
Surakarta 
 
Apa sajakah 
bentuk-bentuk 
force majeure yang 
terjadi di Bank 
Jateng Cabang 
Syariah Surakarta 
dalam pembiayaan 
murabahah? 
 
1. Ada berapakah 
jenis 
pembiayaan di 
Bank Jateng 
Syariah? 
2. Bagaimana 
proses 
pengajuan 
pembiayaan di 
Bank Jateng 
Syariah? 
3. Adakah 
pertimbangan 
khusus dalam 
memberikan 
pembiayaan 
terkait dengan 
pencegahan 
terjadinya force 
majeure? 
4. Adakah Kasus 
force majeure 
yang terjadi? 
5. Bentuk force 
majeure apa 
sajakah yang 
terjadi? 
6. Dimana letak 
force majeure 
yang 
menyebabkan 
pembiayaan 
bermasalah? 
7. Kapan 
terjadinya force 
majeure dalam 
pembiayaan? 
Kasi 
Pengawasan 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
& Pelaksana 
Administrasi 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
 
 
 
 
8. Apa nama 
pembiayaannya
? 
9. Apa kegunaan 
pembiayaannya 
10. Apa objek 
pembiayaannya
? 
11. Milik siapakah 
objek 
pembiayaannya 
12. Kapan Bank 
Jateng Syariah 
memberikan 
pembiayan 
kepada 
nasabah? 
13. Sudah Berapa 
lama 
pembiayaan 
berjalan? 
14. Apakah objek 
pembiayaan 
memiliki 
jaminan, berupa 
apa 
jaminannya? 
15. Apakah jaminan 
tersebut 
diasuransikan? 
 
 
 
 
 
 
2. Untuk 
menjelaskan 
cara 
penyelesaian 
dan prosedur 
Bagaimanakah cara 
penyelesaian dan 
prosedur 
penyelesaian untuk 
menangani kasus 
1. Bagaimana 
perlakuan pihak 
asuransi 
menyikapi force 
majeure? 
Kasi 
Pengawasan 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
 
 
 
 
penyelesaian 
kasus force 
majeure yang 
dilakukan oleh 
Bank Jateng 
Cabang Syariah 
Surakarta 
force majeure yang 
dilakukan oleh 
Bank Jateng 
Cabang Syariah 
Surakarta? 
 
2. Jika asuransi 
menyanggupi 
untuk membayar 
kerugian force 
majeure, apakah 
kasus dapat 
dinyatakan 
selesai? 
3. Apa tindakan 
dan bagaimana 
proses 
penyelesaian 
yang digunakan 
Bank Jateng 
Syariah dalam 
menangani 
kasus force 
majeure pada 
pembiayaan? 
4. Dengan adanya 
perbedaan jenis 
kasus force 
majeure yang 
terjadi, apakah 
memiliki 
perbedaan 
penyelesaian 
pembiayaan? 
5. Adakah 
perbedaan 
keringanan yang 
diberikan pihak 
bank kepada 
nasabah force 
majeure 
berdasarkan 
jenis 
penyebabnya? 
 
 
& Pelaksana 
Administrasi 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
 
 
 
 
3. Untuk 
menjelaskan 
kesesuaian cara 
penyelesaian 
dan prosedur 
penyelesaian 
kasus force 
majeure dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan dan 
prinsip-prinsip 
syariah yang 
digunakan oleh 
Bank Jateng 
Cabang Syariah 
Surakarta  
 
Apakah cara 
penyelesaian dan 
prosedur 
penyelesaian kasus 
force majeure yang 
digunakan oleh 
Bank Jateng 
Cabang Syariah 
Surakarta sudah 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan dan 
prinsip-prinsip 
syariahnya ? 
 
1. Peraturan apa 
sajakah yang di 
gunakan Bank 
Jateng Syariah 
dalam 
menyelesaikan 
kasus force 
majeure? 
2. Adakah 
ketentuan 
khusus yang 
mengatur force 
majeure dalam 
akad perjanjian 
pembiayaan? 
3. Apakah 
ketentuan force 
majeure 
dicantumkan 
dalam akad 
perjanjian 
pembiayaan? 
 
Kasi 
Pengawasan 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
& Pelaksana 
Administrasi 
dan 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019 Pukul 11:00 
Tempat : Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
Nama  : Erni K 
Jabatan  : Kasi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan 
No. Telp : 082 326 317 888 
 
 
Anggi  : “Ada berapakah jenis pembiayaan murabahah di Bank Jateng 
Cabang Syariah  Surakarta?” 
Ibu Erni : “Pembiayaan murabahah ada 3 produknya iB Griya, iB Investasi, 
iB Multiguna.” 
Anggi  : “Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta?” 
Ibu Erni : “Nasabah datang mengajukan pembiayaan, mengisi form 
pengajuan dan melengkapi persyaratan, setelah itu nasabah 
memberikan jaminan, kemudian bank memproses. Seperti 
pengajuan biasanya.” 
Anggi  : “Adakah pertimbangan khusus dalam memberikan pembiayaan 
terkait dengan pencegahan terjadinya force majeure?” 
Ibu Erni : “Pertimbangannya sihh yang penting jaminannya nilainya lebih 
banyak dari pembiayaan yang diajukan.” 
Anggi  : “Adakah Kasus force majeure yang terjadi?” 
Ibu Erni : “Ada.” 
Anggi  : “Bentuk force majeure apa sajakah yang terjadi?” 
Ibu Erni : “Kebakaran ada satu, meninggal empat, sakit dua.” 
Anggi  : “Dimana letak force majeure yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah?” 
Ibu Erni : “Ya Kebakaran itu objek pembiayaannya terbakar, ada yang 
meninggal, ada yang sakit.” 
Anggi  : “Kapan terjadinya force majeure dalam pembiayaan?” 
 
 
 
 
Ibu Erni : “Kebakaran tahun 2014 tetapi penyelesaiannya tahun 2017 karena 
setelah kejadian nasabah masih mampu membayar, yang 
meninggal ada di tahun 2017-2019, yang sakit ada di tahun 2017 
dan 2018 
Anggi  : “Apa nama pembiayaannya?” 
Ibu Erni : “Kebakaran itu iB Investasi, meninggal 3 iB Griya dan 1 iB 
Multiguna, kalau yang sakit iB Investasi.” 
Anggi  : “Apa objek pembiayaannya?” 
Ibu Erni : “Yang kebakaran itu untuk pembelian kios, meninggal itu untuk 
renovasi rumah dan pembelian barang konsumtif.” 
Anggi  : “Milik siapakah objek pembiayaannya?” 
Ibu Erni : “Milik nasabah.” 
Anggi  : “Kapan Bank memberikan pembiayan kepada nasabah?” 
Ibu Erni : “kebakaran tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, meninggal untuk 
renovasi rumah kan ada tiga pertama tanggal 19 September 2015, 
kedua 14 Januari 2016, dan terakhir tanggal 19 Mei 2017, 
meninggal untuk pembelian barang konsumtif tanggal 5 Maret 
2018,  
Anggi  : “Sudah Berapa lama pembiayaan berjalan?” 
Ibu Erni : “Ya mbknya bisa mengira-ngira sendiri ya.” (sambil tersenyum) 
Anggi  : “Apakah objek pembiayaan memiliki jaminan, berupa apa 
jaminannya?” 
Ibu Erni : “Ya punya. Berupa apanya ngak bisa tak kasih tahu.” 
Anggi  : “Apakah jaminan tersebut diasuransikan? 
Ibu Erni : “Iya.” 
Anggi  : “Bagaimana perlakuan pihak asuransi menyikapi force majeure?” 
Ibu Erni : “Biasanya pihak asuransi meminta bukti, terus melakukan 
pengecekan lapangan.” 
Anggi  : “Jika asuransi menyanggupi untuk membayar kerugian force 
majeure, apakah kasus dapat dinyatakan selesai?” 
Ibu Erni : “Untuk nasabah meniggal ya selesai, tetapi kalau untuk yang 
 
 
 
 
lainnya perlu dipertimbangkan lagi oleh bank.” 
Anggi  : “Peraturan apa sajakah yang di gunakan bank dalam 
menyelesaikan kasus force majeure?” 
Ibu Erni : “Peraturan sih Fatwa DSN itu tentang murabahah.” 
Anggi  : “Adakah ketentuan khusus yang mengatur force majeure dalam 
akad perjanjian pembiayaan?” 
Ibu Erni : “Peraturan sih ada di lampiran form pengajuan pembiayaan.” (Ibu 
Erni mengambilkan dan memperlihatkan) 
Anggi  : “Apakah ketentuan force majeure dicantumkan dalam akad 
perjanjian pembiayaan?” 
Ibu Erni : “Iya yang ini.” (sambil menunjuk form pengajuan pembiayaan) 
Anggi  : “Apa tindakan dan bagaimana proses penyelesaian yang 
digunakan Bank dalam menangani kasus force majeure pada 
pembiayaan?” 
Ibu Erni : “Dari kasus yang pernah terjadi tindakan bank adalah 
Penyelesaiakan kasus force majeure dilakukan dengan cara 
musyawarah antara pihak bank dan pihak nasabah dengan 
mempertimbangkan bentuk dari peristiwa yang terjadi dan solusi 
yang tepat dengan kondisi serta kemampuan nasabah yang terkena  
force majeure terlebih dahulu. Ada beberapa proses penyelesaian 
untuk menangani kasus force majeure yaitu ada restrukturisasi 
pembiayaan, diklaimkan ke asuransi, menjual asset, dan pemutihan 
piutang. disini sering menggunakan cara restructuring nilai 
angsuran diperkecil jangka waktu berubah menyesuaikan nasabah. 
Pihak bank tidak perlu merubah persyaratan dan melakukan akad 
kembali. Cara ini adalah cara yang paling mudah.” 
Anggi  : “Dengan adanya perbedaan jenis kasus force majeure yang 
terjadi, apakah memiliki perbedaan penyelesaian pembiayaan 
dengan penyelesain pembiayaan bermasalah biasa?” 
Ibu Erni : “Iya tentunya ada tergantung dengan kondisi nasabah saat 
terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu yang membedakan itu ya 
 
 
 
 
pembiayaan bermasalah kita memberikan SP dan pembiayaan force 
majeure dari kita membuatkan berita acara. secara umum 
penyelesaian pembiayaan bermasalah itu ya sama dengan 
pembiayaan force majeure diselesaikan secara musyawarah.” 
Anggi  : “Adakah perbedaan keringanan yang diberikan pihak bank 
kepada nasabah force majeure berdasarkan jenis penyebabnya?” 
Ibu Erni : “Tergantung dengan besaran nominal kerugian dan disesuaikan 
dengan permintaan nasabah.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Desember 2019 dan Kamis, 19 Desember 2019  
                       Pukul 13.00  
Tempat : Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
Nama  : Fitri Rose Utami 
Jabatan  : Pelaksana Admin dan Penyelesaian Pembiayaan 
No. Telp : 085 643 081 789 
 
 
Anggi  : “Ada berapakah jenis pembiayaan murabahah di Bank Jateng 
Cabang Syariah  Surakarta?” 
Ibu Rose : “Pembiayaan murabahah disini 3 produknya iB Griya, iB 
Investasi, iB Multiguna.” 
Anggi  : “Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta?” 
Ibu Rose : “Calon nasabah pembiayaan  datang ke bank untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan sesuai dengan apa yang diinginkannya, 
Kemudian nasabah mengisi form pengajuan pembiayannya, 
mengumpulkan persyaratan, dan menyerahkan jaminan ke bank 
semisal jaminannya adalah tanah, Pihak bank (Analisis 
Pembiayaan) melakukan analisa terhadap nasabah menggunakan 
prinsip 5C apakah nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. 
analisis pembiayaan juga melakukan analisa mengenai jaminan 
yang diberikan nasabah kepada pihak bank, apakah jaminan 
tersebut bisa mengcover pengajuan pembiayaan yang telah 
diajukan atau tidak. Setelah proses analisa selesai, persyaratan 
yang telah dikumpulkan oleh nasabah diserahkan kepada pimpinan 
 
 
 
 
cabang dan pimpinan cabang akan mensetujuinya. Admin 
pengawas dan pelaksana akan mengecek kelengkapan persyaratan. 
Apabila jaminannya berupa tanah, dari pihak bank akan mengecek 
jaminannya tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) apakah 
ada sengketa atau tidak.  Selanjutnya pihak bank akan mengikat 
jaminan tersebut apabila tidak ada sengketa dengan bantuan 
notaris.” 
Anggi  : “Adakah pertimbangan khusus dalam memberikan pembiayaan 
terkait dengan pencegahan terjadinya force majeure?” 
Ibu Rose : “terkait pertimbangan khusus yang diberikan bank kepada 
nasabah untuk mencegah terjadinya force majeure ya nilai 
jaminannya harus lebih dari pembiayaan yang diberikan bank dan 
jaminan tersebut daisuransikan.” 
Anggi  : “Adakah Kasus force majeure yang terjadi?” 
Ibu Rose : “Ada.” 
Anggi  : “Bentuk force majeure apa sajakah yang terjadi?” 
Ibu Rose : “Kebakaran ada satu Bapak Sapto Wahyudi, meninggal empat 
yaitu Bapak Parmin, Ibu Sri Sugiyatmi, Ibu Nuryati, dan Bapak 
Sugito, sakit dua Ibu Dian Aulia dan Bapak Endrianto.” 
Anggi  : “Dimana letak force majeure yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah?” 
Ibu Rose : “Ya Kebakaran itu objek pembiayaannya terbakar, ada yang 
meninggal, ada yang sakit.” 
Anggi  : “Kapan terjadinya force majeure dalam pembiayaan?” 
Ibu Rose : “Kebakaran tahun 2014 tetapi penyelesaiannya tahun 2017 karena 
setelah kejadian nasabah masih mampu membayar, yang 
meninggal ada di tahun 2017 Bapak Parmin, 2018 Ibu Sri 
Sugiyatmi, 2019 Ibu Nuryanti dan Bapak Sugito yang sakit ada di 
 
 
 
 
tahun 2017 Ibu Dian Aulia dan 2018 Bapak Endriyanto 
Anggi  : “Apa nama pembiayaannya?” 
Ibu Rose : “Kebakaran itu iB Investasi, meninggal 3 iB Griya dan 1 iB 
Multiguna Ibu Sugiyatmi, kalau yang sakit iB Investasi.” 
Anggi  : “Apa objek pembiayaannya?” 
Ibu Rose : “Yang kebakaran itu untuk pembelian kios, meninggal itu untuk 
renovasi rumah dan pembelian barang konsumtif Ibu Sugiyatmi.” 
Anggi  : “Milik siapakah objek pembiayaannya?” 
Ibu Rose : “Milik nasabah tetapi untuk pembiayaan multiguna dan 
pembelian kios itu masih milik bank.” 
Anggi  : “Kapan Bank memberikan pembiayan kepada nasabah?” 
Ibu Rose : “Kebakaran tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, meninggal untuk 
renovasi rumah kan ada tiga pertama tanggal 19 September 2015 
Bapak sugito, kedua 14 Januari 2016 Ibu Nuryanti, dan terakhir 
tanggal 19 Mei 2017 Bapak Parmin, meninggal untuk pembelian 
barang konsumtif tanggal 5 Maret 2018 Ibu Sri Sugiyatmi. 
Nasabah sakit Ibu Dian Aulia tanggal 17 Desember 2014 dan 
Bapak Endriyanto tanggal 7 Oktober 2015.” 
Anggi  : “Sudah Berapa lama pembiayaan berjalan?” 
Ibu Rose : “untuk itu dikira-kira sendiri ya.”  
Anggi  : “Apakah objek pembiayaan memiliki jaminan, berupa apa 
jaminannya?” 
Ibu Rose : “Setiap pembiayaan disini pasti punya. Berupa apanya maaf ngak 
bisa tak kasih tahu.” 
Anggi  : “Apakah jaminan tersebut diasuransikan? 
Ibu Rose : “Iya.” 
Anggi  : “Bagaimana perlakuan pihak asuransi menyikapi force majeure?” 
Ibu Rose : “Biasanya melakukan pengecekan lapangan meminta bukti dan 
syarat pengajuan lainnya.” 
Anggi  : “Jika asuransi menyanggupi untuk membayar kerugian force 
majeure, apakah kasus dapat dinyatakan selesai?” 
 
 
 
 
Ibu Rose : “Untuk nasabah meniggal ya selesai, tetapi kalau untuk yang 
lainnya perlu dipertimbangkan lagi oleh bank.” 
Anggi  : “Peraturan apa sajakah yang di gunakan bank dalam 
menyelesaikan kasus force majeure?” 
Ibu Rose : “Peraturan itu sebenarnya kita menjalankan sesuai dari SK Pusat 
dan SK Pusat berdasarkan Fatwa DSN itu tentang murabahah.” 
Anggi  : “Adakah ketentuan khusus yang mengatur force majeure dalam 
akad perjanjian pembiayaan?” 
Ibu Rose : “Peraturan sih ada di lampiran form pengajuan pembiayaan di 
Pasal 22 sebentar saya carikan.” (Ibu Rose mengambilkan dan 
memperlihatkan) 
Anggi  : “Apakah ketentuan force majeure dicantumkan dalam akad 
perjanjian pembiayaan?” 
Ibu Rose : “Iya.”  
Anggi  : “Apa tindakan dan bagaimana proses penyelesaian yang 
digunakan Bank dalam menangani kasus force majeure pada 
pembiayaan?” 
Ibu Rose : “Dari kasus yang pernah terjadi tindakan bank adalah 
menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi 
ada yang nasabah kebakaran direstrukturisasi karena nasabah 
setelah kejadian peristiwa tersebut tidak langsung merasakan 
dampaknya nasabah masih dapat memenuhi kewaibannya 
walaupun terkadang terlambat, dampaknya baru kerasa setelah 3 
tahun peristiwa tersebut berlalu, kebanyakan nasabah meninggal 
klaim asuransi dan pemutihan piutang, nasabah sakit penjualan aset 
karean uang yang biasanya untuk angsuran digunakan untuk 
berobat. Dari nasabah menginginkan untuk menjualkan asetnya 
saja untuk melunasi kewajibannya setelah melalui proses 
musyawarah dari pihak bank dan nasabah. Prosesnya dari nasabah 
lapor sesuai peraturan dilampiran tidak boleh lebih dari 14 hari 
kerja sejak peristiwa terjadi. Selanjutnya kita membuatkan berita 
 
 
 
 
acara dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum 
pembuatan berita acara untuk memastikan apakah benar atau tidak. 
Anggi  : “Dengan adanya perbedaan jenis kasus force majeure yang 
terjadi, apakah memiliki perbedaan penyelesaian pembiayaan?” 
Ibu Rose : “Iya ada tergantung dengan kondisi dan kemampuan nasabah saat 
terjadinya peristiwa tersebut.” 
Anggi  : “Adakah perbedaan keringanan yang diberikan pihak bank 
kepada nasabah force majeure berdasarkan jenis penyebabnya?” 
Ibu Rose : “Tergantung dengan besaran nominal kerugian dan disesuaikan 
dengan permintaan nasabah.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Desember 2019 dan Kamis, 19 Desember 2019  
                       Pukul 15.00  
Tempat : Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
Nama  : Tonny Priyangga 
Jabatan  : Pelaksana Admin dan Penyelesaian Pembiayaan 
No. Telp : 082 134 682 891 
 
 
Anggi  : “Ada berapakah jenis pembiayaan murabahah di Bank Jateng 
Cabang Syariah  Surakarta?” 
Mas Tonny : “Ada 3 produk pembiayaan murabahah yaitu iB Griya, iB 
Investasi, iB Multiguna.” 
Anggi  : “Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta?” 
Mas Tonny : “Tadi Mbk Rose jawabnya gimana?” 
Anggi  : “Mbk Rose jawabnya………….” (Review jawaban Mas Tonny) 
Mas Tonny : “Yaaa secara umumnya seperti itu.” 
Anggi  : “Adakah pertimbangan khusus dalam memberikan pembiayaan 
terkait dengan pencegahan terjadinya force majeure?” 
Mas Tonny : “Terkait pertimbangan khusus untuk mencegah terjadinya force 
majeure ya nilai jaminannya itu sendiri harus lebih dari 
pembiayaan yang diberikan bank.” 
Anggi  : “Adakah Kasus force majeure yang terjadi?” 
Mas Tonny : “Ada.” 
Anggi  : “Bentuk force majeure apa sajakah yang terjadi?” 
Mas Tonny : “Sama dengan penjelasan Mbk Rose kebakaran ada satu Bapak 
Sapto Wahyudi, meninggal empat yaitu Bapak Parmin, Ibu Sri 
Sugiyatmi, Ibu Nuryati, dan Bapak Sugito, sakit dua Ibu Dian 
Aulia dan Bapak Endrianto.” 
 
 
 
 
Anggi  : “Dimana letak force majeure yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah?” 
Mas Tonny : “Ya Kebakaran itu objek pembiayaannya terbakar, ada yang 
meninggal, ada yang sakit.” 
Anggi  : “Kapan terjadinya force majeure dalam pembiayaan?” 
Mas Tonny : “Sambil kamu bacakan saya mengecek ulang kebakaran tahun 
2014 tetapi penyelesaiannya tahun 2017 karena setelah kejadian 
nasabah masih mampu membayar, yang meninggal ada di tahun 
2017 Bapak Parmin, 2018 Ibu Sri Sugiyatmi, 2019 Ibu Nuryanti 
dan Bapak Sugito yang sakit ada di tahun 2017 Ibu Dian Aulia dan 
2018 Bapak Endriyanto 
Anggi  : “Apa nama pembiayaannya?” 
Mas Tonny : “Sambil kamu bacakan saya mengecek ulang lagi yaaa Kebakaran 
itu iB Investasi, meninggal 3 iB Griya dan 1 iB Multiguna Ibu 
Sugiyatmi, kalau yang sakit iB Investasi.” 
Anggi  : “Apa objek pembiayaannya?” 
Mas Tonny : “Yang kebakaran itu untuk pembelian kios, meninggal itu untuk 
renovasi rumah dan pembelian barang konsumtif Ibu Sugiyatmi.” 
(sambil melihat data) 
Anggi  : “Milik siapakah objek pembiayaannya?” 
Mas Tonny : “Milik nasabah tetapi untuk pembiayaan multiguna dan 
pembelian kios itu masih milik bank.” 
Anggi  : “Kapan Bank memberikan pembiayan kepada nasabah?” 
Mas Tonny : “Kebakaran tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, meninggal untuk 
renovasi rumah kan ada tiga pertama tanggal 19 September 2015 
Bapak sugito, kedua 14 Januari 2016 Ibu Nuryanti, dan terakhir 
tanggal 19 Mei 2017 Bapak Parmin, meninggal untuk pembelian 
barang konsumtif tanggal 5 Maret 2018 Ibu Sri Sugiyatmi. 
Nasabah sakit Ibu Dian Aulia tanggal 17 Desember 2014 dan 
Bapak Endriyanto tanggal 7 Oktober 2015.” (sambil melihat data) 
Anggi  : “Sudah Berapa lama pembiayaan berjalan?” 
 
 
 
 
Mas Tonny : “Dikira-kira sendiri ya.”  
Anggi  : “Apakah objek pembiayaan memiliki jaminan, berupa apa 
jaminannya?” 
Mas Tonny : “Pastinya ada. Berupa apanya tidak boleh tahu karena ini 
termasuk rahasia nasabah.” 
Anggi  : “Apakah jaminan tersebut diasuransikan? 
Mas Tonny : “Iya.” 
Anggi  : “Bagaimana perlakuan pihak asuransi menyikapi force majeure?” 
Mas Tonny : “Perlakuan asuransi ya baik karena sudah bekerja sama dengan 
kita. Biasanya melakukan tahapan pengecekan lapangan meminta 
bukti dan syarat pengajuan lainnya.” 
Anggi  : “Jika asuransi menyanggupi untuk membayar kerugian force 
majeure, apakah kasus dapat dinyatakan selesai?” 
Mas Tonny : “Untuk nasabah meniggal ya selesai, tetapi kalau untuk yang 
lainnya perlu dipertimbangkan lagi oleh bank sesuai kondisi 
nasabah.” 
Anggi  : “Peraturan apa sajakah yang di gunakan bank dalam 
menyelesaikan kasus force majeure?” 
Mas Tonny : “Peraturan itu sebenarnya kita menjalankan sesuai dari SK Pusat 
dan SK Pusat berdasarkan Fatwa DSN itu tentang murabahah, kita 
tidak memberikan sanksi ataupun ganti rugi kepada nasabah force 
majeure.” 
 
Anggi  : “Adakah ketentuan khusus yang mengatur force majeure dalam 
akad perjanjian pembiayaan?” 
Mas Tonny : “Peraturan force majeure pada lampiran perjanjian akad 
pembiayaan murabahah poin pertama mengenai ketentuan terkait 
waktu untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan melampirkan 
bukti.setelah nasabah membuat laporan secara tertulis dan 
 
 
 
 
seterusnya.”  
Anggi  : “Apakah ketentuan force majeure dicantumkan dalam akad 
perjanjian pembiayaan?” 
Mas Tonny : “Iya.”  
Anggi  : “Apa tindakan dan bagaimana proses penyelesaian yang 
digunakan Bank dalam menangani kasus force majeure pada 
pembiayaan?” 
Mas Tonny : “Dari kasus yang pernah terjadi tindakan bank adalah 
menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi 
ada yang nasabah kebakaran direstrukturisasi karena nasabah 
setelah kejadian peristiwa tersebut tidak langsung merasakan 
dampaknya nasabah masih dapat memenuhi kewaibannya 
walaupun terkadang terlambat, dampaknya baru kerasa setelah 3 
tahun peristiwa tersebut berlalu, kriteria nasabah yang mendapat 
penyelesaian secara restrukturisasi yaitu Debitur merasa keberatan 
dengan besarnya angsuran dan bagi hasil sesuai yang telah 
disepakati sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan jika alokasi 
pembiayaannya digunakan untuk usaha, usaha yang dijalankan 
nasabah kurang lancar atau terjadinya peristiwa tertentu.  
Selain itu, kebanyakan nasabah meninggal klaim asuransi dan 
pemutihan piutang, kriteria nasabah yang mendapat penyelesaian 
secara pemutihan tunggakan yaitu nasabah force majeure tidak 
memungkinkan untuk melalui penyelesaian tahap restrukturisasi, 
klaim asuransi, dan penjualan aset, nasabah meninggal dunia tidak 
 
 
 
 
mempunyai ahli waris, serta nasabah meninggal dunia mempunyai 
ahli waris, akan tetapi tidak mampu membayar sisa hutangnya.  
Nasabah sakit penyelesaiannya dengan penjualan aset karena uang 
yang biasanya untuk angsuran digunakan untuk berobat. Dari 
nasabah menginginkan untuk menjualkan asetnya saja untuk 
melunasi kewajibannya setelah melalui proses musyawarah dari 
pihak bank dan nasabah. Kriteria nasabah yang mendapat 
penyelesaian  dengan penjualan aset yaitu nasabah force majeure 
telah melalui tahap restrukturisasi dan klaim asuransi, nasabah 
sebenarnya masih mampu membayar kewajibannya, akan tetapi hal 
tersebut tidak memungkinkan untuk nasabah membayar 
kewajibannya dan nasabah sudah tidak mampu membayar 
kewajibannya.  
Prosesnya dari nasabah lapor sesuai peraturan dilampiran tidak 
boleh lebih dari 14 hari kerja sejak peristiwa terjadi. Selanjutnya 
kita membuatkan berita acara dan melakukan pengecekan terlebih 
dahulu sebelum pembuatan berita acara untuk memastikan apakah 
benar atau tidak. 
Anggi  : “Dengan adanya perbedaan jenis kasus force majeure yang 
terjadi, apakah memiliki perbedaan penyelesaian pembiayaan?” 
Mas Tonny : “Iya ada tergantung dengan kondisi dan kemampuan nasabah saat 
terjadinya peristiwa tersebut.” 
 
 
 
 
 
 
 
Anggi  : “Adakah perbedaan keringanan yang diberikan pihak bank 
kepada nasabah force majeure berdasarkan jenis penyebabnya?” 
Mas Tonny : “Tergantung dengan besaran nominal kerugian dan disesuaikan 
dengan permintaan nasabah.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5: Dokumentasi Saat Melakukan Observasi 
 
 
Wawacara dengan Ibu Erni Selaku Kasi Pengawasan dan Penyelesain Pembiyaan, 
19 Desember 2019 pukul 11.00 di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta 
 
 
Diskusi dengan Ibu Erni dan Mbak Rose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawacara dengan Mbak Fitri Rose Utami selaku Pelaksana Admin Dan 
Penyelesaian Pembiaayaan 1, 19 Desember 2019 pukul 13:00 di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta   
 
 
Wawacara dengan Mas Tonny Priyangga selaku Pelaksana Administrasi dan 
Penyelesaian Pembiayaaan 2, 19 Desember 2019 pukul 15:00 di Bank Jateng 
Cabang Syariah Surakarta 
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